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Abstract

The crime of pedophilia is a complex legal problem because there are many obstacles that
occur in its implementation. Based on this, this study aims to determine the strength of
criminal law in Indonesia in tackling pedophilia crimes and how KPAID Yogyakarta prevent
and protect in dealing with pedophilia crimes. The method used in this research is normative
legal research in the first problem formulation and empirical legal research in the second
problem formulation. The focus of this research is to find out how the ability of criminal law
and the practice of legal protection for children from pedophilia crimes by KPAID
Yogyakarta. The results conclude that various regulations regarding child protection and
legal reform have been made. KPAID Yogyakarta has carried out various efforts to protect
and prevent pedophile crimes against children by making various work programs that are
supported by the community and community organizations. However, due to the complexity of
the problem of criminal acts of pedophilia, there are still many obstacles experienced to
overcome these problems. Legal protection and prevention are needed directly or indirectly
in maximizing prevention and protection for children because what is happening now with the
weighting and addition of criminal penalties does not achieve the desired goal. The
implementation of various regulations that have been made and various child protection
programs must be campaigned immediately so that the wider community understands the
dangers of pedophiles and together protects Indonesian children.

Keywords: Legal protection; Pedophilia

Abstrak

Tindak pidana pedofilia adalah permasalahan hukum yang kompleks karena ada banyak
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi
tindak kejahatan pedofilia dan bagaimana upaya pencegahan dan perlindungan oleh KPAID
Yogyakarta dalam menangani tindak kejahatan pedofilia. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam rumusan masalah pertama dan
penelitian hukum empiris dalam rumusan masalah kedua. Fokus dari penelitian ini adalah
mengetahui bagaimana kemampuan hukum pidana dan praktik perlindungan hukum bagi
anak dari kejahatan pedofilia oleh KPAID Yogyakarta. Hasilnya menyimpulkan bahwa telah
dibuat berbagai peraturan mengenai perlindungan anak dan pembaruan hukum. KPAID
Yogyakarta telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan dan pencegahan tindak pidana
pedofil pada anak-anak dengan membuat berbagai program kerja yang didukung oleh
masyarakat dan organisasi masyarakat. Namun, karena rumitnya permasalahan tindak pidana
pedofilia masih banyak kendala yang dialami untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
Dibutuhkan perlindungan hukum dan pencegahan secara langsung maupun tidak langsung
dalam memaksimalkan pencegahan dan perlindungan kepada anak karena yang terjadi saat ini
dengan pemberatan dan penambahan hukuman pidana tidak mencapai tujuan yang diinginkan.
Implementasi berbagai peraturan yang sudah dibuat dan berbagai program perlindungan anak
harus segera dikampanyekan agar masyarakat luas mengerti akan bahaya pedofil dan bersama
melindungi anak-anak indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pedofilia
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya manusia merupakan mahkluk yang bersifat mono-prulalis, yaitu

makhluk yang memiliki sifat ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Anak sejak

dilahirkan mempunyai sifat-sifat tertentu untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Seperti diketahui bahwa anak merupakan potensi dan penerus

cita-cita bangsa, yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Jika

generasi baru ini dijaga dan dipelihara dengan baik, maka anak akan tumbuh dan

berkembang dengan baik pula sesuai dengan keinginan dan harapan.1

Anak sesungguhnya merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta

sebagai penerus generasi di masa mendatang. Pada siklus kehidupan, fase anak-anak

merupakan suatu tahapan dimana anak-anak mengalami tumbuh kembang yang dapat

menentukan masa depannya. Tumbuh kembang anak menjadi sangat penting karena

selain krusial juga pada masa itu, perhatian dan kasih sayang dari keluarga terutama

dari orang tua sangat dibutuhkan bagi anak, sehingga pada dasarnya hak dan

kebutuhan anak dapat dipenuhi secara baik.2

Cita ideal masyarakat secara umum menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan

sehat, ceria, cerdas, serta terjamin kelangsungan hidupnya agar terjamin tumbuh

kembang mereka. Namun realitas sosial yang terjadi memperlihatkan adanya

perbedaaan, bahkan kadang-kadang menyimpang dengan apa yang kita harapkan.3

Melindungi anak menjadi suatu kewajiban agar mereka tidak menjadi korban tindakan

berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak

1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nusantara, 2006), hlm 18.
2 Ratna Sari et.al., “Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, Riset & PKM, edisi No. 1 Vol.2, (2015),

hlm 14.
3 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 69.
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tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan

kerugian baik mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan

penghidupan. Anak membutuhkan bantuan oleh orang lain dalam melindungi dirinya,

karena situasi dan kondisinya. Anak sangat memerlukan berbagai macam

perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.4

Dewasa ini semakin sering kita mendengar tentang kekerasan seksual yang

dilakukan terhadap anak. Anak dianggap rentan mendapatkan perlakuan kekerasan

seksual karena masih banyak anak yang belum mengerti tentang pelajaran seksual dan

fisik mereka yang cenderung lemah dibandingkan orang dewasa. Perlakuan kekerasan

seksual tidak hanya dialami oleh anak perempuan, namun anak laki-laki sudah banyak

yang mengalami kekerasan seksual. Dari data yang diperoleh dari website Komisi

Perlindungan Anak Indonesia, menurut Susanto data sementara pada tahun 2018 ada

223 anak laki-laki yang menjadi korban dengan berbagai modus.5 Data ini dapat

bertambah karena dimungkinkan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, diterima,

atau diperbaharui oleh KPAI.

Ditambah lagi adanya suatu kasus mengenai pencabulan yang dilakukan oleh

pelaku pedofil berinisial FCR di sukabumi yang diduga telah menyodomi 30 anak

laki-laki. Adanya sebuah temuan baru yang dilakukan oleh Polres Sukabumi ini

menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia masih

terjadi hingga sekarang.6 Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perlindungan hukum

4 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: Refika
Aditama, 2018), hlm 69.

5 Davit Setyawan, (20 Maret 2018), KPAI: Kekerasan Anak Laki-Laki Meningkat,
https://www.kpai.go.id/berita/kpai-kekerasan-seksual-anak-laki-laki-meningkat, diakses pada tanggal 6
April 2020, pukul 14.50 WIB.

6 M Rizal Jalaludin, Pelaku Pedofil di Sukabumi Cabuli 30 Anak Laki-laki, Tulis Nama Korban di
Tembok Kamar,
https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/06/pelaku-pedofil-di-sukabumi-cabuli-30-anak-laki-laki
-tulis-nama-korban-di-tembok-kamar?page=all diakses pada tanggal 7 Juli 2020, pukul 19.23 WIB.

https://www.kpai.go.id/berita/kpai-kekerasan-seksual-anak-laki-laki-meningkat,
https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/06/pelaku-pedofil-di-sukabumi-cabuli-30-anak-laki-laki-tulis-nama-korban-di-tembok-kamar?page=all
https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/06/pelaku-pedofil-di-sukabumi-cabuli-30-anak-laki-laki-tulis-nama-korban-di-tembok-kamar?page=all
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para korban masih dibayangi rasa tidak aman. Seperti yang terjadi di Lampung Timur.

Seorang anak perempuan yang sedang dititipkan di rumah aman milik lembaga

pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A

Lampung Timur justru mengalami tindakan kekerasan seksual oleh kepala UPT

P2TP2A itu sendiri.7

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu perhatian

khusus yang harus segera diselesaikan. Perlindungan hukum bagi anak-anak agar

tumbuh kembangnya menjadi maksimal menjadi suatu hal yang penting. Namun,

dalam pelaksanaannya ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab, bahkan saat berada di sebuah lembaga perlindungan oleh

pemerintah anak masih saja bisa merasakan rasa tidak aman seperti dalam kasus di

atas. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tidak hanya akan merusak fisik

para korban, lebih dari itu akan ada efek negatif yang dihadapi oleh para korban baik

dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perkembangan emosional,

psikologi dan sosial korban kekerasan seksual.8 Pelaku kekerasan seksual pada anak

biasanya adalah orang dewasa yang lingkupnya berdekatan dengan korban baik itu

lingkungan yang berasal dari keluarga maupun orang-orang di lingkungan tempat

tinggal atau aktivitas anak itu berada. Pelaku dalam kasus ini sendiri sering disebut

sebagai seorang pedofilia. Arti kata pedofilia sebenarnya adalah cinta kepada

anak-anak, akan tetapi terjadi perkembangan pemaknaan seiring berjalannya waktu,

sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan salah satu

7 Setyo Puji, Ngakunya Perlindungan Anak Ternyata Biadab,
https://regional.kompas.com/read/2020/07/05/16000071/-ngakunya-perlindungan-anak-ternyata-biadab
-?page=all#page2 diakses pada tanggal 22 Juli 2020, pukul 18.00 WIB.

8 Muhammad Zubedy Koteng, Upaya Pencegahan Dan Penangnan Kejahatan Seksual
Terahadap Anak, (Warta Hukum dan HAM, Humanis Volume 1 XII Juli 2016), hlm 9.

https://regional.kompas.com/read/2020/07/05/16000071/-ngakunya-perlindungan-anak-ternyata-biadab-?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/07/05/16000071/-ngakunya-perlindungan-anak-ternyata-biadab-?page=all
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kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang tidak normal

terhadap anak-anak.9

Dampak tindakan kekerasan seksual memang sangat berbeda-beda pada setiap

korban, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut Luh

Ketut Suryani, korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga

tergantung kejiwaannya sehingga sulit untuk membangun mahligai rumah tangga

secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi

pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban pedofilia bisa juga menjadi

pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.10

Korban pedofilia sangat membutuhkan pertolongan dalam menyembuhkan luka

fisik maupun psikis mereka. Korban pedofilia masih harus melanjutkan kehidupannya

yang seharusnya tidak dibayangi bayangan ketakutan akan adanya tindakan kekerasan

seksual yang terjadi pada masa lalu. Tumbuh kembang para anak-anak korban

pedofilia dapat terganggu, lebih dari itu para korban berkemungkinan mendapatkan

trauma yang menjadikan dirinya sebagai pelaku pedofilia di usia dewasa. Hal ini

sangatlah menjadi perhatian penting bagi para pihak khususnya pemerintah untuk

melakukan perlindungan terlebih lagi pencegahan agar tidak terjadi tindakan berulang.

Kesehatan anak-anak korban pedofilia sangatlah penting untuk segera disembuhkan,

namun sebuah pencegahan juga sama pentingnya agar tidak menimbulkan korban

selanjutnya dan memutus mata rantai pedofilia.

Menjadi suatu bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara

maka dari itu negara memberikan jaminan hak anak dalam konstitusi Pasal 28 B ayat

(2) Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa negara menjamin setiap anak

9 Sawitri Suparti Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, (Bandung: Refika
Aditama, 2005), hlm 71.

10 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,
2017), hlm 8.
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berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan anak dari

kekerasan seksual telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,

yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan berakhir dengan

keluarnya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini merupakan suatu pembaharuan hukum dari KUHP dimana sanksi

dalam KUHP dirasa belum cukup memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan

seksual terhadap anak-anak.

Dengan adanya peraturan tersebut dirasa lebih terfokus pada penjatuhan hukuman

yang berat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah dalam undang-undang tersebut menekankan mengenai pemberatan

hukuman kepada para pelaku kekerasan seksual kepada anak atau pedofilia dengan

memberikan hukuman tambahan kebiri, pengumuman identitas pelaku kepada publik,

dan pemasangan alat pendeteksi pada pelaku. Belum ada pembahasan mengenai

tindakan pencegahan tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Tidak hanya

hukum pidana, hukum kesehatan juga dapat menjadi suatu alternatif dalam

memecahkan berbagai permasalahan hukum mengenai tindak pidana kekerasan

seksual terhadap anak atau pedofilia. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 juga

mengatur mengenai perlindungan kesehatan bagi anak.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak efektif, rasional positif,

bertanggung jawab dan bermanfaat, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

salah satunya adalah tidak menimbulkan rasa tidak dilindungi. Maksutnya adalah
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pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada

yang bersangkutan yaitu para anak-anak karena adanya penimbulan penderitaan,

kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak harus bersifat pencegahan atau

preventif.11

Upaya pencegahan atau preventif dirasa sangat penting sama dengan penjatuhan

hukuman yang berat bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu,

perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi para korban pedofilia agar dapat

menyembuhkan luka lahir maupun batin yang mereka terima. Tidak mudah bagi para

korban untuk bisa sembuh total maka dari itu pemerintah harus memberikan perhatian

khusus dan serius bagi mereka. Selain itu masih banyak korban atau keluarga korban

yang tidak melaporkan tindakan pedofilia tersebut karena dianggap sebuah aib.

Padahal hal itu dapat memperparah keadaan korban bila tidak ditangani dengan benar.

Masih banyak masyarakat yang belum sadar dan tahu tentang bahaya dari tindakan

kekerasan seksual tersebut kepada anak. Sebaiknya sudah seharusnya masyarakat

paham bagaimana cara melaporkan atau mencari bantuan untuk memulihkan

kesehatan fisik dan psikis korban.

Dengan adanya permasalahan tersebut, tentu upaya pencegahan dan perlindungan

dari tindak pidana pedofilia bagi para anak sangatlah penting bagi berbagai pihak dan

masyarakat. Upaya pencegahan ini diharapkan agar anak-anak dapat melangsungkan

hidup dengan baik, aman dan normal tanpa adanya kekhawatiran tindakan berulang

dikemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulus dapat merumuskan

permalasahan penelitian sebagai berikut:

11 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm 19-22.
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1. Bagaimana kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kejahatan

pedofilia?

2. Bagaimana praktik perlindungan hukum bagi anak dari kejahatan pedofilia oleh

KPAID Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut;

1) Mengetahui sejauh mana kemampuan hukum pidana di Indonesia dalam

menanggulangi tindak kejahatan pedofilia sebagai upaya perlindungan anak.

2) Mengetahui bagaimana praktik perlindungan hukum bagi anak dari tindak

kejahatan pedofilia oleh KPAID Yogyakarta.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan untuk:

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap

perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang perlindungan anak.

2) Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih

dalam upaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap

pencegahan dan perlindungan anak di Indonesia dari tindak kejahatan

pedofilia.

D. Tinjauan Pustaka

Menarik untuk mengkaji tentang betapa pentingnya perlindungan bagi para

korban kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Hal ini dikarenakan adanya

kemungkinan rusaknya mental bagi para korban dan adanya penelitian bahwa

tindakan ini dimungkinkan dapat dilakukan oleh korban.

Sejauh ini penulis sudah menemukan ada beberapa yang membahas mengenai

tema yang penulis angkat namun dengan metode penelitian dan objek yang berbeda.
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Pertama, tesis yang ditulis oleh Jamin yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap

Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) Menurut Hukum Positif”.

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana dasar kebijakan dan peraturan

terhadap tindak pidana pedofilia dan bagaimana hambatan tentang peraturan yang ada.

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan mengenai implementasi hukum positif di

Indonesia.12

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Desita Rahma Setia Wati yang berjudul

“Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di

Indonesia”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang implementasi perlindungan

hukum bagi korban tindak pidana pedofilia menggunakan undang-undang. Penelitian

ini juga masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang belum

diperbarui di tahun 2014 dan 2016.13

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, munculnya teori

perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.

Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran

Stoic). Menurut aliran hukum alam dijelaskan bahwa sumber dari hukum adalah

Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh

dipisahkan. Para penganut aliran ini mempunyai pandangan bahwa hukum dan moral

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia

yang diwujudkan melalui hukum dan moral.14

12 Jamin, Tesis: “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual)
Menurut Hukum Positif”, (Yogyakarta: UII, 2016).

13 Desita Rahma Setia Wati, Skripsi: “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia”, (Surakarta: UNS, 2010).

14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.
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Fitzgerald menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum Salmond bahwa

tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

kepentingan perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan

dengan upaya membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum

adalah memelihara hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum perlu melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.15

Adanya hukum yang hidup dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berguna untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang sering

bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dengan ada permasalahan itu, hukum

harus bisa mengintegrasikannya sehingga adanya benturan kepentingan itu dapat

ditekan seminimal mungkin. Hukum menurut Dr. Oeripan Notohamidjojo ialah

keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa

untuk perilaku manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang

berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam

masyrakat.16

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia

15 Ibid., hlm 54.
16 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, (Medan: Medan Area University Press, 2012),

hlm 5-6.
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kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.17

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang

dirugikan karena orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan

kata lain perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh

aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun

fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.18 Berdasarkan

uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ialah

segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta

pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur

bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber

harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh

kesempatan sebesar-besarnya agar tumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik

secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan

kegiatan tidak hanya pemerintah namun seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai

kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya kelangsungan hidup anak

bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik

ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada

dasarnya berkaitan erat dengan pengaturan dalam peraturan tertulis yaitu

perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang akan menjamin

17 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121.
18 Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah,

Jurnal Masalah Hukum , 1993.
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terwujudnya perlindungan hak-hak anak, didahului dengan dasar bahwa anak-anak

merupakan golongan yang rentan dan belum mandiri.19

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif,

bertanggung jawab dan bermanfaat, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1) Para partisipan harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat
Pengertian-pengertian yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan

dengan masalah perlindungan anak serta pengertian-pengertian lain yang dapat
mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut
2) Harus dilakukan bersama

Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara,
anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi
kepentingan bersama, kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa
indonesia.
3) Kerjasama dan Koordinasi

Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan
perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antara
partisipan yang bersangkutan.
4) Perlu diteliti masalah yang merupakan faktor kriminogen atau faktor

victimogen
Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat

dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan
mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja
yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor victimogen dalam
pelaksanaan perlindungan anak.
5) Mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan yang melindungi

Dalam membuat ketentuan yang mengatur perlindungan anak dalam
berbagai peraturan perundang-undangan harus diutamakan adalah perspektif
yang dilindungi, bukan yang melindungi. Kepastian hukum harus diusahakan
demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah akibat negatif yang tidak
diinginkan.
6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan / dinyatakan dalam

berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat
Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota

masyarakat dengan kerjasama dari pemerintah, harus ikut serta menciptakan
situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkenankannya perlindungan anak
secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
7) Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta

melindungi diri sendiri

19 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: Refika
Aditama, 2018), hlm 97.
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Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta
melindungi diri sendiri, dan kelak di kemudian hari dapat menjadi orang yang
bisa berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
8) Harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis

Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah
ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan
benar-benar rasional, positif, bertanggungjawab dan bermanfat bagi yang
bersangkutan, yang dapat diambil dan dikembangkan dari pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau
nilai sosial yang tradisional atau modern.
9) Tidak menimbulkan rasa tidak dilindungi

Pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak
dilindungi pada yang bersangkutan, karena adanya penimbulan penderitaan,
kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak harus bersifat preventif.
10) Harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya

Perlindungan anak dibidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan/
pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasinya anak yang umum.
Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif juga berlaku untuk
anak.20

Perlindungan hukum pada anak sangatlah penting dalam hal ini untuk

kelangsungan hidup anak dan masyarakat. Pemerintah harus memikirkan bagaimana

pencegahan yang dapat dilakukan oleh siapapun baik pemerintah, anak, keluarga

maupun masyarakat. Anak harus merasa dilindungi dan merasa aman agar tumbuh

kembang anak menjadi maksimal. Menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk

memberikan perlindungan kepada anak.

2. Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang

berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari

mengenai korban, penyebab munculnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban

yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyatan sosial. Perumusan ini

memunculkan suatu pemahaman, yaitu: 1. Sebagai suatu permasalahan manusia

20 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm 19-22.
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menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional 2. Sebagai suatu hasil interaksi

akibat adanya sebuah interrelasi antara kejadian yang ada dan saling terkait 3. Sebagai

tindakan seseorang (individu) yang mendapat pengaruh dari unsur struktur sosial

tertentu atau suatu masyarakat tertentu.21

Pengertian viktimologi ini mengalami tiga fase perkembangan. Pada mulanya,

viktimologi hanya mempelajari mengenai korban kejahatan saja. Selanjutnya fase ini

disebut sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua viktimologi tidak hanya

mempelajari masalah korban kejahatan saja, namun mencakup korban kecelakaan

juga. Pada fase ini disebut juga sebagai general victimology. Pada tahap terakhir yaitu

fase ketiga, viktimologi telah berkembang lebih luas dari sebelumnya yaitu

mempelajari mengenai permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak

asasi manusia. Pada fase ini disebut sebagai new victimology.22 Menurut J.E.

Sahetapy, viktimologi mempunyai arti yaitu ilmu atau disiplin yang mempelajari

tentang permasalahan korban dalam berbagai aspek. Sedangkan menurut Arief Gosita,

viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari seluruh aspek

yang berkaitan dengan korban dalam berbagai aspek kehidupan dan

penghidupannya.23

Viktimologi memberikan suatu pengertian yang lebih baik tentang korban

kejahatan sebagai suatu hasil dari tindakan manusia yang mengakibatkan penderitaan

mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai

peran yang sesungguhnya kepada para korban dan hubungan mereka dengan para

korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai

hak menyadari adanya bahaya yang dihadapi berhubungan dengan lingkungannya,

21 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan,(Akademika Pressindo: Jakarta, 1993), hlm 40.
22 Ibid., hlm 44-45.
23 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,

2017), hlm 59.
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pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Jika mempelajari suatu ilmu mengenai

korban kejahatan, cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Dengan

mempelajari menggunakan viktimologi dapat dilihat berbagai aspek yang berkaitan

dengan korban, seperti: faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan, bagaimana

seseorang dapat menjadi korban, upaya terjadinya suatu kejahatan, upaya untuk

menekan terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban para korban kejahatan.24

Viktimologi berupaya memberikan pemahaman, menjelaskan permasalahan kejahatan

dengan menganalisis para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya

dengan tujuan menciptakan kebijaksanaan dan mengupayakan tindakan pencegahan

dan menekan kejahatan secara lebih baik dan efektif.25

Viktimologi mempelajari berbagai topik mengenai korban, seperti: peranan

korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban,

lemahnya keadaan korban dan peranan korban dalam berjalannya sistem peradilan

pidana. Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.26

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari

viktimologi, yaitu sebagai berikut:

a) Viktimologi mendalami hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan

korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi para pihak yang

terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan tercipta

pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai

24 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara
Norma dan Realita, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm 33.

25 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Akademika Pressindo: Jakarta, 1993), hlm 208.
26 Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, Abortus Provocatus Bagi

Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Universitas Atma Jaya:
Yogyakarta, 2001), hlm 176.



16

berbagai usaha yang preventif atau pencegahan, represif atau penindakan,

dan tindak lanjut dalam menyelesaikan dan menanggulangi berbagai

permasalahan viktimisasi kriminal di seluruh aspek kehidupan dan

penghidupan.

b) Viktimologi turut berkontribusi dalam menjelaskan lebih baik tentang korban

akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan

sosial. Tujuannya bukan hanya untuk menyanjung korban, akan tetapi untuk

memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban

serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini

sangatlah penting dalam upaya untuk mencegah segala macam viktimisasi

demi penegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang

terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keberadaan suatu

viktimisasi.

c) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak dan

kewajiban untuk memahami mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan

dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang

penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktural atau non

struktural. Hal ini neniliki tujuan bukan untuk menakut-nakuti, akan tetapi

untuk memberikan pemahaman yang baik agar selalu waspada. Sebuah

upaya untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada.

Mengupayakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan

yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga

bagaimana cara menghindarinya.

d) Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang terjadi

secara tidak langsung, sebagai contoh: dampak politik pada penduduk dunia
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ketiga akibat pemberian suap oleh suatu korporasi internasional, berbagai

akibat sosial pada setiap orang akibat adanya polusi industri, terjadinya

viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat

menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk kepentingan sendiri.

Dengan demikian dimungkinkan menentukan sumber viktimisasi, mencari

sarana menghadapi sebuah kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus

(antisipasi), mengatasi dampak-dampak yang merusak dan mencegah

terjadinya pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosis viktimologis).

e) Viktimologi menjelaskan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian

viktimisasi kriminal, berbagai pendapat viktimologi digunakan dalam

berbagai keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap

pelaku kriminal. Mengkaji korban dalam proses peradilan kriminal,

merupakan juga studi tentang hak dan kewajiban asasi manusia.27

Manfaat viktimologi pada dasarnya berhubungan dengan tiga hal utama

dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

a) Manfaat yang terkait dengan usaha-usaha membela hak-hak korban dan
perlindungan hukum.

b) Manfaat yang berhubungan dengan penjelasan peran korban dalam suatu
kasus tindak pidana.

c) Manfaat yang berhubungan dengan upaya pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memberikan penjelasan kedudukan korban sebagai

sebab dasar terjadinya kriminalitas dan untuk mencari kebenaran. Dalam upaya

mencari kebenaran dalam usaha memahami akan permasalahan kejahatan, delikuensi

dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi

juga mempunyai peran dalam hal menjunjung tinggi hak-hak asasi korban sebagai

manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang memiliki hak dan

27 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Graha Ilmu:
Yogyakarta, 2013), hlm 37-38.
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kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan.

Viktimologi dapat memberikan manfaat bagi kinerja aparatur penegak hukum,

seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Bagi aparat kepolisian,

viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dengan

menggunakan viktimologi dapat dengan mudah mengetahui latar belakang yang

mendorong terjadinya suatu tindak kejahatan, seberapa besar peranan korban pada

terjadinya kejahatan, bagaimana cara dan modus operandi yang biasanya dilakukan

oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya, serta berbagai aspek lainnya

yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan,

viktimologi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat

ringannya suatu tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam

praktiknya sering ditemukan bahwa korban kejahatan ikut menjadi pemicu terjadinya

kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap

memahami hukum yang melaksanakan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan

memberikan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum

Republik Indonesia, dengan menggunakan viktimologi, hakim tidak hanya

menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, akan

tetapi juga ikut mengetahui kebutuhan dan penderitaan korban akibat dari tindakan

kejahatan atau tindak pidana. Tujuannya adalah harapan korban terhadap pelaku

sedikit banyak dapat terealisasikan dalam putusan hakim. Hakim dapat

mempertimbangkan berat ringan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada

tedakwa dengan memperhitungkan pada seberapa besar penderitaan yang diterima
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oleh korban karena terjadinya suatu tindak kejahatan. Misalnya, hakim akan melihat

dan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan

melihat pada seberapa besar kesengsaraan yang dialami oleh korban akibat perbuatan

terdakwa. Contoh lain yaitu, korban menderita cacat seumur hidup setelah terjadinya

kejahatan itu, korban tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi, korban kehilangan

orang yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga.28

3. Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu pais yang berarti anak laki-laki dan

philia berarti persahabatan. Sarjana Inggris menulis paedophilia, sedangkan sarjana

Amerika menulis pedophilia dan psikiater Indonesia menulis pedofilia. Pedofilia

adalah suatu diagnosis klinis yang biasanya diberikan oleh seorang psikiater atau

psikilog. Sebenarnya pedofilia bukan kata-kata kriminal maupun hukum, seperti

“forcible sexual offence” yang sering digunakan dalam istilah kriminal. Pedofil adalah

seseorang atau individu yang memilih untuk melakukan aktivitas seksual kepada anak

-anak yang berumur kurang dari 13 tahun. Aktivitas seksual tersebut dapat berupa

fantasi, keinginan, atau perilaku seksual yang terjadi karena penderitaan atau

penghinaan dari seseorang atau pasangan hidupnya atau kegagalan dalam masyarakat,

pekerjaan maupun fungsi-fungsi penting lainya. Pedofilia juga sering terjadi pada

orang-orang yang sewaktu masih anak-anak mengalami trauma seksual yang

dialaminya karena perbuatan pedofil. Aktivitas ini dapat terjadi untuk jangka waktu

sekurang-kurangnya enam bulan. Umumnya pedofil berusia 5 sampai 50 tahun lebih

tua dari anak-anak dibawah umur yang mereka incar.29

28 Ibid., hlm 39-40.
29 Luh Ketut Suryani, Pedofil Penghancur Masa Depan Anak, (Pustaka Populer Obor: Jakarta,

2009), hlm 1-2.
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Pelaku pedofilia mengincar anak-anak korban tidak hanya pada lawan jenisnya,

para pelaku pedofilia juga mengincar korban yang jenis kelaminnya sama dengan

pelaku. Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama bisa menjadi korban perilaku

pedofilia. Anak-anak yang menjadi korban pedofilia bisa anak tiri, keluarganya,

anak-anak di luar keluarganya bahkan yang lebih parah bisa mengincar anaknya

sendiri. Berdasarkan usia anak-anak yang disasar, pedofilia dapat dikelompokkan

dalam dua kategori. Teleiofilia digunakan untuk orang dewasa yang tertarik dengan

pasangan sudah matang secara fisik, selain itu ada infantofilia untuk orang dewasa

yang tertarik dengan anak yang berumur di bawah 5 tahun. Mereka yang memilih

untuk melakukan aktivitas seksual dengan remaja pubertas atau anak usia di bawah

umur (13-16 tahun) dikategorikan sebagai hebofil (tertarik terhadap perempuan) atau

efebofil (tertarik terhadap laki-laki). Belakangan kata hebofilia digunakan sebagai

kata untuk menggambarkan minat pelaku melakukan aktivitas seksual terhadap anak

perempuan atau anak laki-laki. Perbedaan antara hebofil dan pedofil adalah hebofil

lebih cenderung melakukan aktivitas seksual dimana kedua pihak saling menikmati,

mempunyai status sosial yang lebih baik, dan mempunyai kecenderungan pulih lebih

baik setelah pengobatan daripada seorang pedofil.30

Manual Diagnostik dan Statistik American Psychiatric Association of Mental

Disorders (DSM-IV) mendefinisikan pedofilia sebagai fantasi aktivitas seksual yang

dapat berulang, hasrat naluriah atau perilaku aktivitas seksual yang melibatkan

anak-anak kecil. Menurut para peneliti perilaku pedofilia ini dapat berkaitan dengan

faktor biologis dan lingkungan. Selain itu, para ahli juga mengatakan bahwa perilaku

ini bisa saja muncul karena pengalaman buruk atau traumatis yang terjadi pada saat

anak-anak, seperti pernah menjadi korban pedofilia atau mendapat kekerasan

30 Ibid., hlm 3-4.
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seksual.31 Jika seorang anak yang masa kecilnya mendapatkan pelecehan seksual dan

tidak segera ditangani, maka saat dewasa ia berpotensi menjadi seorang pedofil.32

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berbagai cara mengenai bagaimana sebuah penelitian

itu akan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara

pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan

penelitian.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu

penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif berada pada

rumusan masalah pertama sedangkan penelitian hukum empiris berada pada

rumusan masalah kedua. Penelitian ini mengambil isu hukum sebagai sistem

yang digunakan untuk mengkaji serta memberikan pandangan tentang suatu

peristiwa hukum dan melihat fakta-fakta empiris yang didapat dari wawancara

maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan

langsung untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan hukum yang terjadi.

2. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian dari tesis ini adalah mengkaji bagaimana

kemampuan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak kejahatan

31 https://www.himedik.com/info/2019/05/02/213000/mantan-oknum-tni-jadi-pelaku-pedofilia-
ini- penyebab-orang-jadi-pedofil diakses pada tanggal 28 April 2020, pukul 12.36 WIB.

32 Redaksi Dokter Sehat, 9 Penyebab Pedofilia dan Ciri Seorang Pedofilia,
https://doktersehat.com/bagaimana-hasrat-pedofil-muncul-apa-penyebabnya/ diakses pada tanggal 22
Juli 2020, pukul 19.55 WIB.

https://www.himedik.com/info/2019/05/02/213000/mantan-oknum-tni-jadi-pelaku-pedofilia-ini-penyebab-orang-jadi-pedofil
https://www.himedik.com/info/2019/05/02/213000/mantan-oknum-tni-jadi-pelaku-pedofilia-ini-penyebab-orang-jadi-pedofil
https://doktersehat.com/bagaimana-hasrat-pedofil-muncul-apa-penyebabnya/
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pedofilia dan mengkaji pelaksanaan pencegahan dan perlindungan anak melalui

berbagai upaya yang dilakukan oleh KPAID Yogyakarta.

3. Bahan Penelitian

Untuk rumusan masalah pertama bahan penelitian yang digunakan dalam

penulisan tesis ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai

bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai

otoritas yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

4) Undang-Undang Dasar 1945;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis yaitu:

1) Buku-buku ilmiah terkait;

2) Jurnal-jurnal terkait; dan

3) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli mengenai kekerasan seksual

terhadap anak (pedofilia).

ntuk rumusan masalah kedua bahan penelitian yang digunakan dalam

penulisan tesis ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Maka

penulis akan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Bahan hukum sebagai

bahan penelitian diambil dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan yang
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berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum terseier, dan

bahan non-hukum.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai

bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai

otoritas. Sumber data ini diperoleh dari informan atau narasumber di Komisi

Perlindungan Anak Indonesia Yogyakarta.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

4) Buku-buku ilmiah terkait;

5) Jurnal-jurnal terkait; dan

6) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli mengenai kekerasan seksual

terhadap anak (pedofilia).

c. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan

hukum, yaitu:

1) Kamus;

2) Ensiklopedia; dan

3) Bahan buku mengenai kesehatan atau psikologi anak.
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4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

a. Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum

dalam penelitian ini akan diambil ditempat seperti:

1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Yogyakarta;

2) Berbagai Perpustakaan; dan

3) Media massa, media cetak, maupun laman web.

b. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer dan sekunder dalam rumusan masalah pertama

akan dilakukan studi kepustakaan dengan mencari peraturan terkait dan

data-data serta dipadukan dengan bahan hukum lain dan jurnal-jurnal terkait

tindak kejahatan pedofilia.

Dalam rumusan masalah kedua bahan hukum primer, sekunder dan

tersier akan diperoleh melalui studi lapangan dan pustaka dengan cara

melihat dan meneliti apa yang terjadi di lapangan dan ditinjau

menggunakanan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum

dan buku-buku serta jurnal ilmiah terkait isu penelitian tersebut

Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen

yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari

masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara

buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan

terkait, dan akhirnya semua bahan tersebut diatas akan disusun secara

sistematis agar memudahkan proses analisis.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui cara studi

kepustakaan, pengamatan (observasi) dan wawancara. Langkah awal dilakukan
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dengan studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data-data

sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu tentang permasalahan yang

dilakukan terhadap anak, aspek perlindungan hukum terhadap anak, hak-hak

anak menurut berbagai aturan hukum dan pengetahuan mengenai kekerasan

seksual terhadap anak (pedofil). Kemudian langkah selanjutnya adalah

melakukan penelitian di lapangan yakni penggalian data dan wawancara

terhadap pihak-pihak terkait permasalahan kekerasan seksual terhadap anak.

6. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian

ini akan dianalisis secara prespkriptif dengan metode deduktif, maksudnya yaitu

data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan

dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji

pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan perlindungan hukum pada

kasus tindak kejahatan pedofilia.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam tesis ini tersusun dalam beberapa bab. Pada bab

pertama terdiri dari: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, yang

memaparkan secara ringkas hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya masalah

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia serta beberapa kasus

yang terjadi di Indonesia dan berbagai permasalahan yang muncul berkaitan dengan

tindak pidana pedofilia serta bagaimana perlindungan hukumnya, yang dilanjutkan

dengan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas

Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua dijelaskan mengenai gambaran umum tentang perlindungan hukum

anak, tindak pidana pedofilia yang meliputi pengertiannya, pengertian anak, kesehatan
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anak dan hak-hak anak dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016

tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak serta pertanggungjawaban tindak pidana pedofilia menurut

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bab ketiga menguraikan tentang kekuatan hukum pidana di Indonesia dalam

menanggulangi tindak kejahatan pedofilia dari hukum positif din Indonesia seperti

KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan undang-Undang Kesehatan. Selain

itu dijelaskan mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Yogyakarta di

lapangan beserta berbagai upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak

kejahatan pedofilia seperti upaya yuridis maupun non yuridis.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian

yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada dan saran yang bisa

menjadi masukan bagi para pihak yang terkait.
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BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA

A. Perlindungan Hukum Anak

1. Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya

dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan

juga dapat menjadi sarana yang dapat mengubah pola pikir dan pola perilaku warga

masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks juga

mempengaruhi bagaimana bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena

itu, pembuatan hukum seharusnya mampu meminimalisir setiap konflik yang

diperkirakan akan terjadi dalam suatu masyarakat.33

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Selain itu,

hukum mempunyai sebuah tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum yaitu

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan

keseimbangan. Dengan ketertiban di dalam masyarakat sudah tercapai, diharapkan

kepentingan setiap individu manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan hukum

itu maka hukum bertugas membagi antara hak dan kewajiban antar

individu/kelompok di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur

bagaimana memecahkan suatu permasalah hukum serta memelihara kepastian

hukum.34

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan akibat orang lain

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati

33 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2004), hlm 72.
34 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Liberty: Yogyakarta, 1999),

hlm hlm 71.
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segala hak-hak yang diperoleh dari hukum.35 Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa

perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dari kesewenangan.36

Menurut Christine S.T. Kansil perlindungan hukum adalah segala upaya hukum

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik

secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

manapun. Menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti

dari perlindungan yaitu dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berkaitan terhadap hak dan kewajiban

manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

lingkungannya. Sebagai subyek hukum, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban

untuk melakukan suatu tindakan hukum.37

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan atau upaya

untuk melindungi setiap individu masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang

dilakukan oleh penguasa dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum,

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia seutuhnya.

Sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk

melindungi setiap individu dengan menyerasikan hubungan nilai atau kaidah yang

35 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), hlm 53.
36 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1987),

hlm 1-2.
37 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta,

1989), hlm 40.
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hidup dalam masyarakat yang terealisasikan dalam sikap dan tindakan dalam

menciptakan adanya suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.38

Pada umumnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sering diabaikan

daripada perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang pada umumnya

berlebihan (Over Protection). Dapat dilihat dalam hukum pidana di Indonesia yang

berlaku saat ini, perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban lebih banyak

merupakan perlindungan tidak langsung. Menurut Prof Barda Nawawi perlindungan

hukum tidak langsung bermakna bahwa dengan adanya berbagai perumusan tindak

pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada

hakikatnya sudah ada kegiatan perlindungan in abstracto atau perlindungan secara

tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dapat

disimpulakan seperti diatas karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak

dilihat sebagai tindakan menyerang atau melanggar kepentingan orang lain atau

korban secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran normal

tertib hukum.39

Akibat dari adanya perlindungan korban yang tidak secara langsung yaitu sistem

sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan hukum

korban secara langsung dan konkret. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

bukanlah sebuah tanggungjawab terhadap kerugian penderitaan korban secara

langsung dan konkret melainkan lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat

pribadi individual. Dalam sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh

38 Ibid., hlm 40.
39 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, (Djambatan:

Jakarta, 2004), hlm 126.
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jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan suatu bagian dari perlindungan masyarakat

sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (Social contract argument).40

Perlindungan hukum merupakan sebuah contoh gambaran dari bekerjanya fungsi

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan

hukum dan kepastian hukum. Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang

diberikan kepada subyek hukum yang tentunya dengan sebuah aturan hukum, baik itu

yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif

(pemaksaan), baik yang berbentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan

menegakkan peraturan hukum.41

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

a) Perlindungan hukum bersifat preventif atau pencegahan adalah bentuk

perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan

keberatan atau pendapatnya sebelum adanya aturan hukum atau keputusan

pemerintah mendapat bentuk yang tetap atau sah. Tujuan dari pencegahan ini

adalah mencegah terjadinya perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat

besar artinya bagi langkah pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil ketentuan yang

didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai

perlindungan hukum preventif;

b) Perlindungan hukum represif atau pemaksaan adalah bentuk perlindungan hukum

yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penanganan

perlindungan hukum represif contohnya adalah penanganan sengketa oleh

40 Ibid., hlm 126.
41 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Bina Ilmu: Surabaya,

1987), hlm 4-5.
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Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum

terhadap tindakan pemerintah berpijak dan bersumber dari konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut

sejarah dari barat, munculnya berbagai konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada

pembatasan-pembatasan dan penempatan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindak

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Perlindungan dan pengakuan

terhadap hak asasi manusia menajadi tujuan utama dan berkaitan juga dengan

tujuan dari negara hukum.42

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu bidang pembangunan nasional.

Melindungi anak sama halnya dengan melindungi manusia, yang bertujuan

membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan

anak sama saja tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya

perlindungan anak akan melahirkan berbagai permasalahan sosial yang dapat merusak

ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasonal. Maka dari itu perlindungan anak

harus diupayakan semaksimal mungkin apabila kita ingin mengusahakan

pembangunan nasional yang memuaskan.

Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolok ukur peradaban

masyarakat, bangsa tertentu. Maka demi pertumbuhan manusia seutuhnya dan

beradaban, maka kita wajib memaksimalkan upaya perlindungan anak sesuai dengan

kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak

42 Ibid., hlm 40.
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merupakan sebuah tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum. Maka dari itu

perlu adanya jaminan hukum pada setiap kegiatan perlindungan anak tersebut.

Kepastian hukum kegiatan perlindungan hukum perlu diupayakan demi kelangsungan

kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang mengakibatkan

dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan

anak.43

Perlindungan anak mempunyai arti yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi berbagai kepentingan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menjadi

sebuah fokus bahwa anak-anak harus dibesarkan dengan semangat dan jiwa yang

penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan

yang bersifat universal.44 Perlindungan anak dan remaja adalah suatu kegiatan

bersama dari pemerintah dan masyarakat yang bertujuan mengusahakan pengamaan,

pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak dan remaja

yang sesuai dengan berbagai kepentingan dan hak asasi anak. Dilihat dari

rumusan-rumusan ini menunjukkan betapa luasnya bidang perlindungan anak dan

remaja, serta saat anak dan remaja itu dilindungi dan pihak yang bertanggung jawab

terhadap adanya dan pelaksanaan perlindungan anak tersebut.45

Menurut Emelia Krisnawati hak asasi anak sangat perlu diperhatikan mengingat

sudah tersirat dalam Deklarasi Mukadimah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

tercantum 10 asas mengenai hak-hak anak yaitu: hak untuk memperoleh perlindungan

khusus, kesempatan dan fasilitas yang dapat dimungkinkan mereka untuk berkembang

43 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Akademika Pressindo: Jakarta, 1985), hlm 18.
44 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Utomo: Bandung, 2005), hlm 2.
45 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Akademika Pressindo: Jakarta, 1985), hlm 3-4.
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secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan

kebangsaan sejak lahir, memperoleh jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, tempat

tinggal, hiburan dan pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, perawatan dan

perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang

penuh kasih dan rasa aman sebisa mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab

orang tua mereka sendiri memperoleh pendidikan, dan dalam hal terjadi

kecelakaan/malapetaka, anak-anak termasuk yang pertama mendapatkan perlindungan

terhadap berbagai bentuk yang menyia-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta

kegiatan yang mengarah pada bentuk diskriminasi.46

Masalah perlindungan anak adalah suatu permasalahan yang kompleks dan dapat

menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat

diselesaikan secara perorangan, namun harus secara bersama-sama dan yang

penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka mengembangkan berbagai usaha kegiatan yang bertujuan untuk

melindungi anak kita harus waspada dan sadar akan berbagai akibat yang tidak

diharapkan yang berpotensi akan menimbulkan korban, kerugian karena adanya

pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggungjawab

dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, harus dilakukan kegiatan yang dapat mengatur

dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Hal ini mempunyai maksud agar

dalam peraturan-peraturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri

tidak bertolak pada tujuan adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan

berbagai penyimpangan yang berdampak negatif pada anak.47

Perlindungan ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian, antara lain dengan:

a) Pengayoman:

46 Emelia Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (CV Utomo: Bandung, 2005), hlm 2.
47 Ibid., hlm 11-12.
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1) Pihak yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut.
Terjaminnya kepentingan dan hak asasinya dan tidak dirugikan, bahkan
diusahakan dan dikembangkan agar dapat mencapai pertumbuhan mental,
fisik dan sosial yang optimal.

2) Pihak yang melindungi juga harus mendapat perlindungan dan jaminan
dalam melaksanakan upaya perlindungan sebagai pemenuhan
tugasnya/panggilannya, bahkan mendapat dukungan yang cukup dari
kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah.

b) Usaha bersama:
1) Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha

tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut.
2) Dalam kegiatan perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang

bersangkutan dan saling pengertian antara kedua belah pihak agar
mencapai hasil yang diharapkan walaupun dapat berpotensi memakan
lebih banyak waktu. Perlindungan ini adalah sebuah hasil dari suatu
interaksi karena adanya interrelasi.

3) Pihak yang dilindungi harus diyakinkan bahwa ia juga ikut serta dalam
usaha perlindungan anak/remaja ini dengan cara berusaha melindungi
dirinya sendiri dan keluarga sesuai dengan kemampuannya.

4) Kegiatan perlindungan bukan merupakan monopoli seseorang atau
badan/organisasi swasta maupun pemerintah, dan bukan tanpa saling
pengertian satu sama lain.

c) Kepentingan bersama:
1) Melindungi berbagai individu yang dilindungi sama artinya dengan

melindungi diri sendiri yang meIindungi dikemudian hari dalam arti luas.
Dengan melindungi seorang anak/remaja tadi dan juga dihindarkan
kesulitan yang mungkin akan menimpa/mengancam yang melindungi
(orang tua, pemerintah) jika anak remaja tersebut dilindungi/tidak
dilayani kepentingannya. Maka dari itu penggunaan dana besar sacara
tepat bukanlah sesuatu yang tidak berguna, bahkan dapat dikatakan
sebagai suatu usaha di bidang pertahanan sosial juga demi ketertiban dan
keamanan masyarakat.

d) Luas lingkup perlindungan:
1) Perlindungan yang pokok antara lain: sandang, pangan, pemukiman,

pendidikan, dan kesehatan.
2) Meliputi berbagai hal yang jasmaniah dan rohaniah.
3) Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang

berakibat pada prioritas pemenuhannya.
e) Unsur-unsur yang edukatif:

1) Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun. Dalam
arti perlindungan itu harus diarahkannya kepada kemampuan. Dapat
memperoleh sense of achievementnya sehingga dapat bermanfaat bagi
pembangunan nasional.
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2) Pemberian perlindungan tidak boleh mengikat para pihak dalam usaha
pemberian perlindungan.

3) Pemberian perlindungan harus tidak mengutamakan pada pemuasan diri,
rasa lebih berjasa kepada yang dilindungi.

f) Penimbulan korban dalam pemberian perlindungan:
1) Pihak yang dilindungi menjadi korban tindakan dan perlindungan yang

melindungi.
2) Mencari keuntungan individu/golongan dalam usaha perlindungan harus

dihindari.
g) Jaminan pelaksanaan perlindungan:

1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan
terhadap pelaksanaan usaha perlindungan ini, yang dapat diketahui,
dirasakan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam usaha
perlindungan.

2) Seharusnya jaminan ini diwujudkan dalam suatu peraturan tertulis baik
dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana
perumusannya akan tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebar
luaskan kepada masyarakat.

3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di
Indonesia tanpa mengesampingkan cara-cara perlindungan yang
dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.48

Agar anak mendapat perlindungan untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai

dengan kebutuhan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sebagaimana

diutarakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, “…the child, by reasons of his physical

and mental ummaturity, needs special safeguards and care, including appropriate

legal protection, before as well as after birth…”. deklarasi Wina tahun 1993 yang

dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang menekankan

pentingnya berbagai upaya nasional dan internasional untuk meningkatkan hak-hak

anak mengenai “survival protection, development, and participation”.49

Di dalam KUHPerdata dijelaskan mengenai arti anak dalam Pasal 330 ayat (1)

batas umur belum dewasa (minder jarigheid) dengan telah dewasa (meerder

48 Ibid., hlm 4-6.
49 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,

2017), hlm 85-86.
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jarigheid), ialah umur 21 tahun kecuali: anak yag sudah kawin sebelum berumur 21

tahun; dan pendewasaan (venia aetetis) dalam ayat (2) yaitu pembubaran perkawinan

sebelum 21 tahun tidak mempengaruhi kedewasaannya dan ayat (3) seseorang yang

belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan

mengenai pengertian anak yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) mengatur syarat

perkawinan bagi seorang yang belum mencapat 21 tahun harus mendapatkan ijin dari

kedua orang tuanya. Pada pasal 7 ayat (1) menurut batas minimum untuk dapat kawin

bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun.50

Perlu di sini diberikan batas-batas sebagai berikut:
a) Pertama adalah masa kanak-kanak yang dibagi dalam:

1) Masa bayi: dari lahir sampai menjelang 2 tahun;
2) Kanak-kanak pertama: 2-5 tahun;
3) Kanak-kanak terakhir: 5-12 tahun.

b) Masa remaja: 13-20 tahun.
Terjadi perubahan dalam segala bidang, pada sikap sosial dan kepribadian.
Karena ada banyaknya perubahan maka terjadi kegoncangan, tidak
stabilnya emosi, kadang-kadang menyebabkan munculnya sikap dan
tindakan yang oleh orang dewasa dinilai tindakan nakal.

c) Masa dewasa muda: 21-25 tahun
Perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa dan matang,
emosi sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih
dalam proses pemantapan.51

Kewajiban orang tua ialah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab

terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan

generasi muda melainkan masyarakat dan pemerintah juga berperan dalam

perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak dengan cara

perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan, dan eksploitasi.

50 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Utomo: Bandung,2005), hlm 4.
51 Ibid., hlm 7.
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Kelalaian orang tua yang dapat menimbulkan keterlantaran pada anak apabila

berkelanjutan tanpa penyelesaian bahkan tindakan kekerasan dan kekejaman terus

menerus dialami oleh anak, maka hal tersebut dapat mengakibatkan goncangan dan

konflik batin pada diri anak. Hal tersebut akan mempengaruhi emosional dan

sosialnya. Akibatnya adalah anak melakukan tindakan nakal (delinguent) dan

menimbulkan gangguan Kamtibnas hingga pelanggaran hukum. Dengan memberikan

usaha perlindungan, anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan

dan eksploitasi dimana harapannya adalah anak dapat berkembang secara optimal

menuju generasi muda yang berpotensi untuk pembangunan nasional. Lingkup

perlindungan anak yang dimaksud dapat berupa: pemenuhan kebutuhan pokok yaitu

pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan; berbagai kebutuhan jasmaniah

dan rohaniah; dan kebutuhan primer, sekunder yang pemenuhannya berdasar skala

prioritas.52

Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, kelangsungan hidup suatu

bangsa akan sangat bergantung pada seberapa jauh suatu bangsa memberikan

kesejahteraan kepada anak. Dalam konteks tersebut, menyelamatkan suatu bangsa

harus dimulai dari berbagai usaha menyelamatkan anak dari banyaknya gangguan

yang menempatkan anak pada kehancuran baik fisik maupun mental. Oleh karena itu,

perlindungan hukum terhadap anak dapat juga dilihat sebagai:

a) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini
merupakan sebuah bentuk keadilan sosial yang merupakan dasar utama
perlindungan anak;

b) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya secara manusiawi dan positif;

c) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak
beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman,

52 Ibid., hlm 44-45.
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pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara intergratif, interdisipliner,
intersektoral dan interdepartemental;

d) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu
interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu
diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (subjek dan objek hukum) yang
terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak
tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala yang
memengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak adalah
permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus
dilakikan secara simultan dan bersama-sama.

e) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu
atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi,
lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan
sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya.
Agar dapat memahami secara tepat perlunya melakukan perlindungan anak
sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka
dipahami unsur-unsur strukturalsosial yang terkait;

f) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai
akibat hukum yang diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak
pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik,
dan sosial pada anak yang bersangkutan;

g) Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan
keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf perlindungan anak
pada suatu masyarakat atau bangsa meruakan tolak ukur peradaban
masyarakat dan bangsa tersebut;

h) Meripakan suatu bidang pembangunan hukum nasional mengabaikan
masalah perlindungan anak mengganggu pembangunan nasional serta
kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional
adalah hak dan kewajiban setiap warga negara;

i) Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkupnya
dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).53

Dasar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak adalah:
a) Dasar Filosofis, pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan

keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis
pelaksanaan perlindungan anak.

b) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi
yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan
kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan
anak.

c) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlingundan anak harus didasarkan pada UUD
1945 dan berbagai peraturan perindang-undangan lainnya yang berlaku.
Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu

53 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Akademika Pressindo: Jakarta, 1985), hlm 164-165.
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menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum
yang berkaitan.54

Pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap anak harus memenuhi beberapa

syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan

anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif;

dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya; bermanfaat bagi para pihak yang

bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur (yang dilindungi),

bukan perspektif kepentingan yang mengatur (yang melindungi), tidak bersifat

aksidentil dan komplementer, akan tetapi harus dilaksanakan secara konsisten,

mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen;

melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); bukan merupakan

wadah dan kesempatan orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok; anak

diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi sesuai keadaan dan kondisinya;

berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berorientasi pada permasalahan

(problem oriented) dan bukan berorientasi kepada target; tidak merupakan faktor

kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.

Pelaksanaan perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara

tidak langsung. Secara langsung adalah kegiatan perlindungan langsung ditujukan

kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan secara langsung

seperti ini dapat berupa melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam

dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah

anak kelaparan, dan melakukan usaha untuk meningkatkan kesehatannya dengan

berbagai cara menyediakan berbagai sarana pengembangan diri dan sebagainya.

Sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak

langsung yang ditujukan kepada anak. Usaha perlindungan demikian misalnya

54 Ibid., hlm 166-167.



40

berbagai usaha yang dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha

perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak,

mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara

mereka yang terlibat agar dapat mencegah anak kelaparan, mengusahakan dengan

berbagai cara, mereka yang menyediakan fasilitas untuk mengembangkan diri anak

dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.55

Dalam kondisi tertentu, anak dengan berbagai karakteristik yang melekat pada

diri mereka, jiwa yang belum cukup matang dan cenderung bersifat labil serta mudah

terpengaruh oleh berbagai pihak, dapat berpeluang menjadi korban, sehingga dalam

kondisi seperti itu anak harus behadapan dengan berbagai persoalan hukum (pidana).

Sebagai korban, bagi seorang anak sangat berkaitan dengan sikap mental dalam

mendapatkan perlakuan dari penegak hukum untuk memaksimalkan pelaksanaan

hak-hak yang ada padanya, anak harus memperoleh perhatian lebih, karena kondisi

yang ada pada dirinya dan tidaklah tepat apabila samakan dengan orang dewasa, maka

dari itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan

terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak tersebut.56

Dalam perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah diwujudkan dan

dituangkan dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan

dituangkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Sedangkan tentang hak anak

diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”. Di samping itu juga telah dituliskan dalam beberapa

55 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Refika Aditama: Bandung, 2008), hlm
37-38.

56 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,
2017), hlm 76.



41

produk perundang-undangan seperti Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari segi pengaturan, dalam

berbagai pasal telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut.

Akan tetapi masih ada beberapa persoalan diantaranya adalah nilai keadilan yang

dituliskan dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditetapkan sebagai hukum

positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang cenderung bersifat

kompromistis, sehingga dalam keadaan tersebut dapat terjadi risiko bahwa norma

keadilan dalam rumusan tersebut dapat bertentangan dengan hukum positif yang

lain.57

Sebenarnya norma keadilan yang didasarkan hanya pada akal budi manusia

seharusnya tidak akan bertentangan dengan kenyataan yang ada (sein-tatsache), sebab

nilai keadilan merupakan sebuah nilai moral yang tidak mendapatkan nilainya dari

kenyataan yang ada, namun dari nilai tertinggi yaitu nilai dasar yang bersumber pada

sesuatu yang transenden. Artinya adalah sesuatu yang mengenai hal adanya manusia

(norma keadlian metafisik/die gerectigkeitsnorm des methaphysichen typus) dan

memiliki sifat tidak tergantung pada pengalaman manusia. Sebaliknya, nilai keadilan

yang rasional (die gerectigkeitsnorm des rationale typus) tidak berdasarkan sesuatu

yang sifatnya transendetal, melainkan berdasar pada pengetahuan manusia terhadap

dunia pengalaman.58

57 Ibid., hlm 77.
58 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum Ketertiban yang Adil Problematik, (Grasindo:

Jakarta, 1999), hlm 128-129.
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Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk kepada anak, dengan cara

mengalokasikan suatu kewenangan kepadanya secara terukur, dengan arti ditegaska

keluasan dan kedalamannya, untuk melakukan sesuatu dalam rangka kepentingannya,

yang disebut sebagai hak. Maka dari itu tidak setiap kewenangan dalam masyarakat

itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kewenangan tertentu yaitu yang

diberikan oleh hukum kepada seseorang.59

Kepentingan masyarakat merupakan fokus utama dari hak, bukan hanya karena ia

dilindungi oleh hukum, akan tetapi juga karena adanya vinculum juris, yang berarti

pengakuan terhadap hak berbagai pihak yang terikat dalam sebuah hubungan

kewajiban. Ciri-ciri yang terikat pada hak menurut hukum, yaitu:

a) Hak dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek
dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang
yang menjadi sasaran dari hak;

b) Hak tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;

c) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untu51k melakukan
(commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan. Ini bisa
disebut sebagai isi dari hak;

d) Commission atau omission menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai
objek dari hak;

e) Setiap hak menrut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu
yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.60

Hukum memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan berbagai kepentingan

manusia yang perlu untuk dilindungi dan diatur. Jadi, hukum tidak hanya melindungi

hak dan kepentingan, akan tetapi juga kehendak. Maka dari itu bukan hanya

kepentingan orang itu yang dilindungi oleh hukum, melainkan juga kehendak orang

tersebut.61

59 J.P. Fitzgerald. Salmond on Jurisprudence, Sweet & Mazwell, London, 1966. dalam Satjipto
Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), hlm 53.

60 Ibid., hlm 54-55.
61 Ibid., hlm 69.
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Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif

yang menjelaskan timbulnya kewajiban pada diri sejumlah subjek hukum yang segera

memperoleh sejumlah sumber daya, demi kelangsungan eksistensi subjek hukum

yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam

proses pengambilan ketentuan politik maupun ekonomi, utamanya pada distribusi

sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural. Dengan memfokuskan

pada “tindakan pemerintah” (bestuurshandeling atau administrative action)

membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

a) Perlindungan hukum preventif atau pencegahan yang bertujuan untuk

mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa, yang memberi kesempatan

kepada masyarakat untuk mengemukakan keberatan (inspaak) atau

pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

tetap, dimana sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang

didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk

bersikap hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;

b) Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya

suatu permasalahan atau sengketa, termasuk penanganan perlindungan

hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di

Indonesia.62

Sarana perlindungan hukum preventif meliputi the right to be heard dan access to

information. Arti penting dari the right to be heard adalah: pertama, individu yang

terdampak tindakan pemerintahan dapat mengajukan hak-hak dan kepentingannya,

62 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Bina Ilmu: Surabaya,
1987), hlm 2-3.
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sehingga mendapatkan keadilan; kedua, membantu pelaksanaan pemerintahan yang

baik.63

Secara umum, dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia,

perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau

“perlindungan tidak langsung”, artinya adalah dengan adanya berbagai perancangan

tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah

ada perlindungan in abstracto atau secara tidak langsung terhadap berbagai

kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.64 Artinya adalah dengan adanya

hukuman atau sanksi yang terdapat pada berbagai perancangan tindak pidana dalam

peraturan perundang-undangan, apabila diaplikasikan kepada pelaku dipandang

merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap korban. Hal tersebut nampaknya

kurang tepat apabila diberlakukan pada pelaku tindak pidana yang melibatkan anak

sebagai korban, seharusnya bentuk perlindungan hukum bagi anak harus bersifat

konkrit dan langsung atau setidak-tidaknya berfokus pada terpenuhinya dan adanya

pertanggungjawaban atas hak-hak anak, dan juga harus dipertimbangkan berbagai

peraturan lain yang mengatur masalah anak. Dengan demikian, dalam penjatuhan

hukuman terhadap para pelaku kejahatan, selain rumusan sanksi yang dirumuskan

dalam undang-undang, harus dimasukkan pula peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang masalah anak.65

63 Ibid., hlm 3.
64 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana

Penjara, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 1996), hlm 54-55.
65 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,

2017), hlm 84.
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B. Tindak Pidana Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitui pais berarti anak laki-laki dan philia

mempunyai arti persahabatan. Sarjana Inggris menulis paedophilia, sedangkan sarjana

Amerika menulis pedophilia dan psikiater Indonesia menulis pedofilia. Pedofilia

adalah suatu diagnosis klinis yang biasanya diberikan oleh seorang psikiater atau

psikilog. Pada dasarnya pedofilia bukan merupakan sebuah kata-kata kriminal atau

hukum, seperti “forcible sexual offence” yang sering digunakan dalam istilah

kriminal.

Pedofil adalah seorang yang memilih untuk memperlihatkan aktivitas seksual

kepada anak prapubertas atau awal masa pubertas atau pada anak-anak yang berumur

kurang dari 13 tahun. Aktivitas seksual tersebut dapat berbentuk suatu fantasi,

keinginan, atau perilaku seksual yang timbul akibat penderitaan atau penghinaan dari

seseorang atau pasangan hidupnya atau kegagalan dalam masyarakat, pekerjaan atau

berbagai fungsi penting lainya. Bahkan sering terjadi juga pada orang-orang yang saat

berada pada masa kanak-kanak mendapatkan trauma seksual yang dilakukan oleh

seorang pedofil atau bisa dikatakan ia menjadi korban pedofilia. Aktivitas ini terjadi

dalam jangka waktu sekurang-kurangnya enam bulan. Seorang pedofil pada umumnya

berusia 5-50 tahun lebih tua dari anak-anak prapubertas dan atau awal pubertas yang

disasar.66

Perilaku pedofilia sebagai bentuk patologi sosial yang diderita oleh seseorang

memberikan sebuah ancaman yang nyata dan potensial bagi keberlangsungan hidup

dan tumbuh kembang anak-anak, karena yang menjadi sesuatu tersebut tidak normal

adalah kelainan perkembangan psikoseksual berupa individu memiliki dorongan

66 Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus, Pedofil Penghancur Masa Depan Anak, (Pustaka
Populer Obor: Jakarta, 2009), hlm 1-2.
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seksual yang tidak normal terhadap anak-anak.67 Anak-anak dirayu dengan halus atau

bahkan dipaksa dengan berbagai ancaman oleh orang dewasa yang memiliki kelainan

seksual tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa dari sisi perilaku maupun aktivitas

seksual, pedofilia merupakan kejahatan yang hanya menyasar anak-anak sebagai

korban.68

2. Kategori Pedofil

Anak-anak yang menjadi korban pedofilia bisa berbeda jenis kelamin dengan

para pelaku dan bisa juga sama jenis atau keduanya. Anak laki-laki dan perempuan

sama-sama bisa menjadi korban para pedofil. Menjadi suatu permasalahan yang sulit

bahwa anak-anak yang menjadi korban pedofilia bisa bersala dari anaknya sendiri,

anak tiri, keluarganya, atau anak-anak di luar keluarganya.

Berdasarkan usia anak-anak yang disasar, pedofilia dikelompokkan dalam:

a) Teleiofilia digunakan untuk orang dewasa yang menyukai pasangan yang
sudah matang secara fisik;

b) Infantofilia digunakan untuk orang dewasa yang tertarik dengan anak yang
berumur di bawah 5 tahun.

c) Mereka yang memilih aktivitas seksual dengan remaja pubertas atau anak
usia di bawa umur (13-16 tahun) diklasifikasikan sebagai hebofil (tertarik
kepada perempuan) atau efebofil (tertarik kepada laki-laki). Belakangan kata
hebofilia digunakan sebagi kata generik untuk menggambarkan minat
aktivitas seksual kepada anak perempuan atau anak laki-laki. Perbedaan
antara hebofil dan pedofil adalah hebofil lebih cenderung mencari hubungan
seksual yang diantara keduanya saling menikmati, mempunyai tingkat sosial
yang lebih baik, dan mempunyai prognosis yang lebih baik setelah
pengobatan darip ada pedofil.69

Ada beberapa pengelompokan yaitu berdasarkan: apakah pelaku pedofilia tertarik

pada anak-anak (pedofil eksklusif) atau tertarik juga pada orang yang sudah dewasa

67 Sawatri Supardi, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, (Refika Aditama: Bandung,
2005), hlm 71.

68 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,
2017), hlm 91.

69 Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus, Pedofil Penghancur Masa Depan Anak, (Pustaka
Populer Obor: Jakarta, 2009), hlm 3-4.
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seperti halnya mereka tertarik pada anak-anak (pedofil non-eksklusif). Abel dan

Harlow melakukan sebuah penelitian pada tahun 2001 ditemukan bahwa dari 2.429

laki-laki pedofil dewasa hanya ada 7 persen sebagai pedofil eksklusif dan sisanya

adalah pedofil non-eksklusif.

Pedofil biasanya tertarik pada anak dengan jenis kelamin dan usia tertentu.

Pedofil berjenis kelamin laki-laki dikelompokkan berdasarkan ketertarikannya yaitu

hanya pada anak laki-laki saja (homosexual pedophilia) atau ana laki-laki dan

perempuan (bisexual pedophilia). Persentase homosexual pedophilia berkisar pada

angka 9-40 persen, kira-kira 4-20 kali lebih besar dari pada jumlah laki-laki dewasa

yang tertarik pada laki-laki dewasa lainnya (berdasarkan nilai prevelensi homoseksual

dewasa dari 2-4 persen). Dari penemuan tersebut bukan menjadi suatu tanda bahwa

homoseksual lebih suka melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, tetapi

hanya memperlihatkan bahwa homosexual pedophilia dan bisexual pedophilia

persentasenya lebih besar. Pedofil yang tertarik pada anak perempuan biasanya

memilih anak-anak yang berusia antara 8 sampai 10 tahun. Pedofil yang tertarik pada

laki-laki cenderung memilih anak-anak dengan usia yang sedikit lebih tua yaitu antara

10 sampai 13 tahun.

Dalam studi self-report ditemukan bahwa pedofilia heteroseksual melakukan

kekerasan rata-rata pada 5,2 orang anak-anak dan melakukan rata-rata sebanyak 34

aktivitas seksual; sedangkan pada pedofilia homoseksual mereka melakukan

kekerasan rata-rata pada 10,7 orang anak-anak dan melakukan 52 aktivitas seksual.

Pelaku pedofilia biseksial melakukan rata-rata kekerasan pada 27,3 orang anak-anak

dan melakukan 120 aktivitas seksual. Abel melakukan penelitian dan menemukan

bahwa pada penelitian terhadap 377 nonincarcerated, non incest related pedophili,

ditemukan bahwa pedofilia heteroseksual menggunakan rata-rata 19,8 orang anak dan
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melakukan 23,2 aktivitas seksual. Sementara pedofilia homoseksual menggunakan

rata-rata 150,2 orang anak-anak dan melakukan 281,7 aktivitas seksual. Penelitian ini

memaparkan tentang tindak kriminal berantai, banyaknya anak-anak yang menjadi

korban dari para pelaku pedofil dan ada banyaknya kasus yang tidak terlaporkan.

Pada penelitian yang menggunakan self-report dan polygraph menunjukkan bahwa

pedofil yang sedang menjalani masa perawatan tidak mengungkapkan ketertarikan

mereka terhadap anak-anak seperti halnya pada tindakan yang telah mereka lakukan

pada para korbannya.70

Dalam hal jumlah pelaku, pedofil laki-laki cenderung lebih banyak dari

perempuan. Pedofil perempuan cenderung memiliki usia yang lebih muda yaitu antara

umur 22-23 tahun, dan memiliki kemampuan yang lebih rendah. Biasanya para

pedofil tersebut dimasukan dalam kriteria gangguan psikiatri, khususnya depresi atau

penyalahgunaan zat, dan sering dimasukkan dalam kriteria gangguan kepribadian

(antisosial, borderline, narsistik, dependen). Pelaku pedofil laki-laki mempunyai

kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap

anak-anak. Ketika pelaku laki-laki melakukan aktivitas seksualnya, biasanya korban

bisa lebih dari satu anak yang terlibat. Anak-anak yang menjadi korban bisa laki-laki

atau perempuan dan lebih tergantung pada preferensi para pelaku.

Pedofil perempuan juga bisa melakukan kekerasan nonseksual maupun seksual.

Untuk pedofil perempuan ada yang mengelompokkan sebagai berikut:

a) Experimenter biasanya wanita muda (remaja sampa usia 20 tahun), contoh
babysitter;

b) Mali accompanied: peserta yang rela dan tanpa paksaan untuk terlibat dalam
penganiayaan anak-anak;

c) Male coerced biasanya perempuan pasif terlibat dengan pria pelaku,
kemudian melakukan kekerasan pada anaknya;

70 Ibid., hlm 4-5.
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d) Nuturers caragivers: perempuan dewasa yang bertanggung jawab merawat
anak kecil (memberi makan, memakaikan pakaian, mengasuh) dan
melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut;

e) Psyhologically disturbed: pelaku yang menderita psikosis, akhir-akhir ini
sudah jarang ditemukan;

f) Teacher or lover: perempuan dewasa yang biasanya pada posisi otoritas,
yang menganggap seksualitas sebagai hubungan konsensual dan tidak
menganiaya anak-anak;

g) Traditional offender: pelaku yang menganiaya anak-anak dengan tujuan
mendapatkan kepuasan seksual, mengikuti pola yang sama dengan pelaku
laki-laki.71

Ciri-ciri karakter pedofil adalah:

a) Pedofil bersifat obsesif, posesif (ingin menguasai). Biasanya cepat
mempelajari aspek kehidupan para korbannya.

b) Pedofil bersifat predatori, yakni berupaya sekuat tenaga dengan berbagai cara
memburu korban yang diinginkannya, dengan mendekati korban, keluarga
dan masyarakat di sekitarnya. Caranya dengan mengadopsi anak, atau
membiayai sekolah, menjadi orang tua asuh, atau memberikan bantuan
keuangan keluarganya.

c) Sifat tekun dan teliti yang berhubungan dengan pendokumentasian. Ia
cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto,
video, catatan, atau rekaman percakapan dengan korban.72

3. Cara Pedofilia Melakukan Kekerasan Seksual

Seorang pedofili melampiaskan dorongan seksualnya pada anak-anak beraneka

ragam cara di antaranya:

a) Memamerkan diri mereka pada anak-anak (eksibionisme); menanggalkan
pakaian anak-anak;

b) Memperhatikan anak-anak yang tanpa busana sambil melakukan masturbasi
tanpa diketahui oleh korban (voyeurisme);

c) Masturbasi dihadapan anal-anak dengan meraba genitalia korban;
d) Melakukan seks oral (menghisap alat kelamin laki-laki); atau
e) Penetrasi melalui mulut, dubur, atau vagina.
Pada umumnya para pelaku pedofil tidak menggunakan tenaga untuk mengajak

para korban untuk melakukan tindakan atau aktivitas seksualnya, tetapi sebaliknya

tergantung pada manipulasi psikologi yang bervariasi. Pedofil sering mengatakan

71 Ibid., hlm 9-10.
72 Ibid., hlm 13-14.
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aktivitas seksual yang dilakukan tersebut adalah sebuah bentuk memberikan

pendidikan seks pada anak-anak, namun anak-anak itulah yang memicu munculnya

rangsangan seksual.73

Department of Justice manual for law enforcement officers di Amerika

mengidentifikasikan lima alasan yang sering dilontarkan oleh kaum pedofil, yaitu;

a) Pembantahan (Apakah saya salah untuk memeluk seorang anak?);
b) Minimalisasi (ia berbuat hanya sekali);
c) Justifikasi (saya cinta terhadap anak laki-laki, bukannya pelecehan anak-anak);
d) Fabrikasi (aktivitasnya adalah penelitian untuk proyek sekolah);
e) Serangan (serangan karakter pada anak-anak, jaksa, hakim, atau polisi, dan juga

sangat berpotensi untuk melakukan kekerasan fisik).
Sebanyak 50-70 persen dari para pengidap pedofil bisa memiliki diagnosis

parafilia yang lain, seperti froturisme (kepuasan seksual dengan cara meraba atau

menggesekkan alat kelamin kepada para korban tanpa seizinnya), eksibionisme

(memamerkan alat kelamin kepada orang asing atau kepada orang banyak di tempat

umum), voyeurisme (pemuasan seksual dan masturbasi yang dilakukan pada saat

orang yang diintip tidak menyadarinya), atau sadisme (mencapai kepuasan seksual

dengan cara menyakiti pasangan seksualnya pada saat akan melakukan hubungan

seksual). Pedofil dikatakan 2,5 kali lebih tertarik pada aktivitas kontak fisik dengan

seorang anak-anak daripada hanya melakukan voyeurisme atau exhibitionistic. Pedofil

sering terlibat di dalam perabaan dan tipu daya genital daripada berhubungan seksual

dengan pengecualian pada beberapa kasus.74

4. Penyebab Pedofilia

Hingga kini penyebab pasti dari seseorang menjadi pedofilia masih belum

diketahui. Namun, beberapa faktor risiko dilihat mempunyai dampak yang cukup

73 Ibid., hlm 7.
74 Ibid., hlm 9-10.
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besar meskipun bukan sebagai hubungan sebab akibat. Faktor psikopatologi dan

kepribadian melihat bahwa para pedofil mempunyai sebuah gangguan fungsi

interpersonal seperti peningkatan model pasif-agresif selain itu ada gangguan konsep

diri. Dampak lain yang terjadi adalah terjadi peningkatan gangguan kognitif dan ciri

sosiopati. Pedofil juga cenderung memiliki sifat-sifat psikotik, introvert, dan neurotik

yang lebih tinggi. Maka dari itu pedofil menggunakan gangguan pada fungsi

kognitifnya untuk mencukupi dorongan seksual mereka. Seperti selalu mempunya

alasan pembenar dalam setiap tindakan kekerasan yang dilakukan, menjelaskan

tindakan-tindakan yang mereka lakukan sebagai bentuk cinta dan hubungan saling

membutuhkan, serta memanfaatkan kekuatan yang tidak seimbang antara anak-anak

dengan orang dewasa sebagai suatu hubungan yang normal. Pendapat lainnya yang

dijadikan ide adalah anak-anak dilihat sebagai objek atau benda seksual,

ketidakmampuan untuk mengontrol hasrat seksual, dan pandangan seksual yang

kabur.

Dilihat dari perjalanan hidup setiap pengidap pedofilia ditemukan sejak masa

anak-anak mendapatkan perilaku kekerasan, pengasingan, penghinaan, rasa malu, dan

perasaan tidak berharga. Setelah ia beranjak dewasa menjadikan dirinya sebagai orang

yang menyukai kekerasan. Lalu sebagian dari para ahli mempunyai pertanyaan bahwa

mengapa pada keluarga yang penuh cinta kasih, rasa aman dan disayang pada saat

berusia dewasa masih ada yang menjadi seorang pelaku pedofil? Bila dilihat dari

faktor desensitisasi, masyarakat mudah terpengaruh dan mencontoh informasi apa

yang dilihat, dibaca, dan didengar meskipun bertentangan dengan norma yang hidup

dalam masyarakat.

Adanya stres akibat masalah-masalah interpersonal seperti penderitaan atau

penghinaan dari seseorang atau pasangan hidupnya atau fungsi-fungsi penting lainnya
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juga bisa menjadi sebuah faktor risiko. Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang

pada masa kanak-kanak mengalami trauma seksual yang dilakukan oleh pelaku

pedofil.

Dilihat dari faktor biologis mencoba untuk memahami adanya perbedaan pada

struktur otak dan fungsi seorang pengidap pedofil. Pada pemeriksaan functional

magnetic resonance (FMRI) ditemukan penurunan aktivitas pada hipotalamus yang

berperan dalam mengontrol perilaku seperti perilaku seksual yang kompulsif atau

tidak tahan untuk melakukan sesuatu. Selain itu dilihat dari segi hormonal dapat

dikatakan pada pengidap pedofil laki-laki memiliki hormon testosteron yang lebih

rendah jika dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Sementara itu dari sudut komordibitas atau penyakit penyerta gangguan psikiatri,

melihat gangguan kepribadian dan penyalahgunaan obat berpeluang munculnya faktor

risiko keinginan untuk melakukan tindakan pedofil. Bahkan lebih dari itu adanya

permasalahan pada masa prenatal juga dilihat dapat mengindikasikan kemungkinan

timbulnya pedofilia secara genetik.75

5. Cara Pedofil Mendekati Korban

Para pelaku pedofil mencoba mendekati korbannya dengan berbagai cara yang

dapaat menarik dan memberikan simpati kepada keluarganya seperti mereka orang

baik yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak. Setelah para pelaku

berhasil mempengaruhi anak-anak yang akan dituju, orang tuanya, dan lingkungannya,

barulah para pelaku mendekati calon korban dan melakukan apa yang menjadi fantasi

mereka. Berbagai aksi mereka ditujukan pada anak-anak yang kurang mampu dengan

dalih akan memberikan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Adapun cara lain

75 Ibid., hlm 10-12.
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yaitu mengadopsi anak itu sehingga nantinya dapat tinggal bersama dengan pelaku

dengan diberikan tempat tinggal untuk anak tersebut.

Para pelaku pedofilia berusaha membuat calon korbannya merasa nyaman dengan

dirinya, merasa dilindungi dan merasa bergantung dengannya. Jika anak-anak itu

terlihat membahayakan dirinya, maka para pelaku pun mencoba memakai cara

kekerasan, atau dengan mengancam sehingga anak-anak itu tetap menjadi korbannya.

Jika anak-anak itu sudah tidak lagi menjadi fantasinya karena mulai tumbuh menjadi

remaja, maka mereka dapat meninggalkannya begitu saja dan mereka akan mencari

korban baru lagi.

Sebelum melakukan aksinya, mereka terlebih dahulu melakukan pengamatan dan

perencanaan yang matang. Setelah mereka yakin rencananya akan berhasil, barulah

mereka menyasar korban secara perlahan. Selanjutnya korban berada dalam

cengkeramannya. Korban pada umumnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan

takut akan ancaman yang dilakukan pelaku.76

6. Dampak Pedofilia Terhadap Anak

Kekerasan seksual yang dialami anak-anak yang dilakukan oleh para pedofil

memberikan dampak pada kerusakan terhadap nilai-nilai pola asuh dari anak-anak itu.

Akibat kerusakan ini memunculkan berbagai konflik di dalam diri anak-anak,

mengganggu masa depannya, mengganggu semua hal yang berkenaan dengan

keindahan kehidupan yang dilakukan manusia. Anak-anak tidak dapat lagi merasakan

kejujuran dalam pengasuhan, kejujuran dalam memberi dan menerima kasih sayang

yang mempengaruhi perkembangan mentalnya menjadi orang dewasa. Pedofilia

adalah penghancur kehidupan manusia.

76 Ibid., hlm 12-13.
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Kekerasan seksual pada anak dapat berdampak pada hubungan intrapersonal dan

interpersonal dalam kehidupan nyata. Pengalaman sebagai korban menimbulkan

trauma pada para korban yang akan mempengaruhi perkembangan mentalnya.

Dampak yang muncul pada perkembangan mental setiap anak berbeda-beda.

Perkembangan mental yang dipengaruhi terutama dalam hal kemampuan beradaptasi,

kemampuan bermasyarakat, dan kepribadiannya.

Anak-anak yang menjadi korban pedofilia merasa sangat ketakutan karena harus

melakukan perbuatan yang tidak pernah ia dengar ataupun lihat sebelumnya. Dalam

beberapa kasus mereka harus menghisap kemaluan seorang laki-laki atau perempuan

asing. Ketakutan dan rasa jijik bercampur aduk dan mereka tidak bisa menjelaskannya.

Tidak hanya masalah ini yang menakutkan, muncul masalah baru yaitu orang tuanya

yang baru saja mengetahui keadaan anaknya setelah ada pemberitaan di media massa

atau pemberitahuan dari pemuka masyarakat menjadi terkejut dan tidak

memahaminya. Para orang tua melampiaskan ketidaktahuan dan kemarahannya

kepada anak-anaknya yang sudah menjadi korban pedofilia dengan kekerasan fisik

maupun lisan. Tidak sampai disitu, anak-anak ini juga menjadi bahan pembicaraan

dan perundungan oleh teman-teman sekolahnya atau masyarakat sekitarnya. Tidak

hanya anak-anak tersebut yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, akan

tetapi keluarga korban juga menerima dampaknya. Mereka merasa malu dan takut

bergaul lagi dengan masyarakat sekitarnya.

Pandangan dari keluarga, sekolah dan masyarakat terhadap para korban seperti

mengasingkan dan mencemoohnya, dapat meningkatkan perasaan negatif anak

terhadap lingkungannya. Pengalaman yang menyakitkan, menakutkan, menekan,

mencemaskan atau menyedihkan yang dirasakan korban dapat menimbulkan

gejala-gejala depresi, cemas, dan flashback yang perasaan tertekan, di samping emosi
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kemarahan serta rasa malu. Pola perilaku merusak diri untuk menghindari perasaan

tertekan dan mengurangi perasaan cemas merupakan dampak yang juga dapat terjadi.

Sebagai contoh, anak-anak makan berlebihan, mencoba memakai narkoba untuk

mendapatkan kedamaian hidup, melakukan percobaan bunuh diri, atau merusak diri

sendiri dengan cara menyiksa dan mutilasi diri.

Bila anak-anak korban pedofilia ini tidak diberi perhatian dan bantuan, maka

mereka akan mengalami kesedihan yang mendalam, kecemasan bahkan ketakutan

yang mengerikan dan kemarahan yang terpendam. Perkembangan mental diri dan

inteligensinya dapat terganggu. Kaum pedofil menghancurkan nilai-nilai moral yang

dipahami oleh anak-anak, menghancurkan masa depan anak-anak, menghancurkan

kehidupan keluarga yang akan dibinanya kelak, dan yang paling berbahaya adalah

akan berpotensi besar lahir pedofil-pedofil baru.77

Manual Diagnostik dan Statistik American Psychiatric Association of Mental

Disorders (DSM-IV) mendefinisikan pedofilia sebagai fantasi seksual yang

berulang-ulang, dorongan impulsif atau perilaku seksual yang melibatkan anak kecil.

Menurut para peneliti, perilaku kaum pedofilia ini bisa berkaitan dengan faktor

biologis maupun lingkungan. Selain itu, para ahli juga mengatakan kalau perilaku ini

dapat muncul karena pengalaman buruk atau traumatis yang mereka dapat di masa

kecil, yaitu seperti pernah menjadi korban pedofilia atau mendapat kekerasan seksual

dan lainnya yang berkaitan dengan seksual.78 Jika seorang anak yang masa kecilnya

77 Ibid., hlm 16-17.
78 https://www.himedik.com/info/2019/05/02/213000/mantan-oknum-tni-jadi-pelaku-pedofilia-

ini- penyebab-orang-jadi-pedofil diakses pada tanggal 28 April 2020, pukul 12.36 WIB.

https://www.himedik.com/info/2019/05/02/213000/mantan-oknum-tni-jadi-pelaku-pedofilia-ini-penyebab-orang-jadi-pedofil
https://www.himedik.com/info/2019/05/02/213000/mantan-oknum-tni-jadi-pelaku-pedofilia-ini-penyebab-orang-jadi-pedofil
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pernah mendapatkan pelecehan seksual dan tidak segera diberikan perhatian khusus,

maka saat dewasa ia berpeluang menjadi seorang pedofil.79

7. Tanda-Tanda Kekerasan Seksual Pada Anak

Aktivitas yang memperlihatkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan

mengandung paksaan/kekejaman baik secara fisik, mental baik langsung maupun

tidak. Dalam hukum pidana kekerasan adalah kejahatan dengan kekerasan meliputi

penganiayaan, kekejaman, pemakaian senjata tajam, senjata api, alat lain yang dapat

digunakan untuk melukai penerima tindakan kekerasan tersebut.80 Jika seorang anak

mengalami kekerasan seksual atau menjadi korban pedofil, maka dapat muncul

berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orang tua, anggota keluarga, dan

guru perlu waspada jika menemukan tanda-tanda seperti: adanya keluhan fisik seperti

sakit kepala, nyeri saat buang air besar atau buang air kecil. Nyeri, bengkak,

pendarahan atau iritasi di daerah seperti mulut, genital, atau dubur yang sulit

dijelaskan kepada orang lain.

Tanda perubahan lain pada anak yaitu emosi anak yang tiba-tiba berubah. Ada

anak-anak korban pedofilia setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut,

marah, menyendiri, merasa sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada

anak yang tiba-tiba merasa takut, cemas, gemetar atau tidak menyukai orang tertentu

atau tempat tertentu. Atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya atau

aktivitas yang biasa dilakukannya. Contoh lain adalah ia mengeluh ada

masalah-masalah di sekolahnya. Ada juga yang mengalami gangguan saat tidur,

mungkin susah tidur, atau bisa tidur tetapi sering terbangun, atau sering mimpi buruk

dan mengerikan, atau sedang tidur sering mengigau atau menjerit ketakutan.

79 Redaksi Dokter Sehat, 9 Penyebab Pedofilia dan Ciri Seorang Pedofilia,
https://doktersehat.com/bagaimana-hasrat-pedofil-muncul-apa-penyebabnya/ diakses pada tanggal 22
Juli 2020, pukul 19.55 WIB.

80 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Utomo: Bandung,2005), hlm 46.

https://doktersehat.com/bagaimana-hasrat-pedofil-muncul-apa-penyebabnya/


57

Bila dilihat dari kebiasaannya, ada anak yang berubah menjadi sering mandi atau

cebok karena merasa kotor. Ada anak yang tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin,

tidak mau ke sekolah atau hanya mengurung diri di kamar. Ada anak melarikan diri

dari rumah ke rumah temannya, atau ke keluarga lainnya yang dirasa bisa menjadi

tempat yang aman bagi dirinya. Ada beberapa kasus bahwa anak melarikan diri dari

ketakutannya dengan merokok, menggunakan alkohol bahkan narkoba. Selain itu ada

yang mengeluh merasa mual, muntah atau tidak berselera makan. Yang paling

membahayakan ialah bila ia merasa tidak berharga lagi, merasa bersalah, merasa

sedih, putus asa, dan mencoba untuk bunuh diri.

Beberapa anak korban pedofilia malah memperlihatkan gejala-gejala lainnya

seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual terhadap

anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani), dengan boneka atau

dengan binatang peliharannya.81

8. Alasan Anak Tidak Memberitahu

Masalah seperti hubungan seksual dengan orang lain masih belum dapat

dipahami oleh anak dan belum merupakan kebutuhan hidupnya. Setelah anak

mengalami kekerasan seksual, ada beberapa kendala yang menghambat anak-anak

korban pedofil untuk menyampaikan kepada orang tuanya mengenai apa yang

dialaminya diantaranya adalah:

a) Anak-anak belum mampu untuk menggambarkan apa yang terjadi pada
dirinya dengan kata-kata.

b) Anak-anak sering kali diancam atau disogok oleh pelaku pedofil untuk tidak
memberitahu kepada orang lain apa yang terjadi.

c) Anak-anak seringkali merasa bingung oleh perhatian dan perasaaan yang
terikat pada pelaku.

d) Takut tidak ada orang lain yang akan mempercayainya apa yang
dikatakannya.

81 Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus, Pedofil Penghancur Masa Depan Anak, (Pustaka
Populer Obor: Jakarta, 2009), hlm 18-19.
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e) Anak-anak akan menyalahkan diri atau percaya bila pelaku dihukum oleh
perbuatan buruknya.

f) Anak-anak merasa bersalah atau malu menyampaikan apa yang telah terjadi.
g) Khawatir ia akan mendapat masalah atau orang yang dicintainya mengalami

masalah.
Ada anak-anak yang berani memberitahu apa yang terjadi kepada orang tuanya,

namun justru kadang kala orang tuanya tidak percaya pada apa yang disampaikan.

Malahan anak itu dimarahi oleh orang tuanya karena dianggap membuat cerita atau

terpengaruh dengan cerita-cerita yang ada di dalam film.82

9. Tanda-Tanda Gangguan Jiwa Akibat Pedofilia

a) Gangguan Cemas

Beberapa gejalanya adalah: 1) Sering merasa cemas seperti perasaan

khawatir, perasaan gelisah dan sulit berkonsentrasi; 2) Ketegangan motorik

seperti sakit kepala, gemetar, tidak bisa santai; dan 3) Aktivitas otonomik

berlebihan seperti berkeringat, jantung berdebar-debar, nyeri di ulu hati, mulut

kering, atau sesak nafas. Gejala ini terus terjadi dalam beberapa hari dan

kemudian dapat lebih parah yaitu makin sering hingga mengganggu aktivitasnya

sehari-hari.

Jika gangguan ini tidak segera diatasi, maka lama-lama gejala ini bisa saja

menghilang. Namun setelah dirinya beranjak dewasa, saat ia tidak mampu

menahannya, hanya dengan rangsangan kecil saja dapat memicu kambuhnya

gangguan cemas dalam bentuk lain. Gangguan cemas berganti menjadi gangguan

fisiknya. Hari-harinya dijalani dengan keluhan. Hidupnya seperti penuh dengan

keluhan, tidak ada yang bisa membahagiakan hatinya kecuali mengeluhkan

penyakitnya. Akhirnya ia akan menjadi shopping doctor yang berjuang mencari

penyembuh dan pengobat. Tanpa disadari semua waktunya, semua hartanya akan

82 Ibid., hlm 19-20.
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habis hanya untuk menemukan jawaban ia menderita sakit apa. Lebih parah lagi

ia bisa jadi putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya karena merasa dalam

hidupnya hanya ada penderitaan.

b) Gangguan Panik

Trauma akibat kekerasan seksual yang dialami saat anak-anak dapat juga

menimbulkan gangguan panik setelah ia dewasa. Gangguna ini terjadi pada

situasi dimana sebenarnya secara objektif tidak ada bahaya, tidak terbatas hanya

pada situasi yang telah ia ketahui atau yang diduga sebelumnya. Keadaan dalam

rentang waktu antara serangan-serangan panik relatif bebas dari gejala anxietas.

Gejala gangguan panik adalah suatu serangan anxietas berat (panik) yang

terus berulang, yang tidak terbatas pada sebuah situasi tertentu ataupun suatu

rangkaian kejadian, dan karena itu gangguan panik ini tidak terduga. Serangan

mendadak dalam bentuk jantung berdebar, nyeri dada, perasaan tercekik, pusing

kepala, dan perasaan yang tidak nyata. Timbul perasaan takut akan kematian,

kehilangan kendali, atau menjadi gila. Setiap serangan hanya berlangsung

beberapa menit saja, kadang-kadang bisa terjadi lebih lama. Sering kali

merasakan takut yang semakin melonjak sehingga terburu-buru untuk

meninggalkan tempat di mana ia sedang berada. Sering kali merasa takut untuk

sendirian atau ke tempat-tempat ramai. Serangan panik diikuti dengan ketakutan

menetap akan memungkinkan untuk terulang kembali.

c) Gangguan Stres Pasca Trauma

Situasi ini timbul sebagai reaksi yang berkepanjangan dan/atau tertunda

terhadap kejadian atau situasi yang mengakibatkan stres (singkat atau

berkepanjangan) bersifat katastrofik dan menakutkan yang cenderung

mengakibatkan distres pada hampir setiap orang. Anak-anak yang menjadi
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korban atau menyaksikan kekerasan seksual yang menimbulkan trauma dan telah

berlangsung lebih dari satu bulan dapat digolongkan menderita gangguan stres

pasca trauma.

Beberapa gejala khas berupa: 1) Bayangan yang membuat trauma terulang

kembali (flash-back); 2) Perilaku menghindar dari trauma; dan 3) Meningkatnya

kesiagaan atau cemas yang menetap seperti sulit tidur, mudah marah, sulit

berkonsentrasi, siaga, waspada atau lebih sering tegang, dan gugup atau mudah

terkejut. Di Amerika ditemukan sebanyak 50 persen PTSD pada perempuan

dikarenakan pernah menjadi korban kekerasan seksual dan fisik saat masih

anak-anak.

d) Gangguan Psikosis

Penderitaan yang dialami anak-anak yang sulit mereka pahami dapat

menyebabkan gangguan jiwa berat berupa gangguan psikosis (bahasa Indonesia:

gila; bahasa Bali buduh). Keluhan utama para penderita psikosis sehingga ia

dibawa ke dokter seperti: mengamuk, menangis, menjerit, membisu, tidak mau

bekerja, tidak mau bergaul, curiga, cemburu, atau bingung.

Seseorang diduga menderita gangguan psikosis, bila ia menunjukkan

gejala-gejala adanya hendaya berat di dalam kemampuan daya realitas, fungsi

sosial dan personal seperti: menghindari pergaulan, ketidakmampuan

menunjukkan peranan dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan dalam

pekerjaan yang biasa dilakukan.

Kriteria Gangguan Psikosis menurut World Health Organization (WHO)

tahun 1994 adalah: 1) Jika ada satu saja dari gejala-gejala ini sudah bisa

diindikasi kemungkinan mengalami gangguan psikosis. Gejala-gejalanya adalah:

halusinasi/pseudohalusinasi; delusi atau waham; gangguan proses berpikir
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(seperti inkoherensi, blocking); gangguan psikomotor (seperti negativisme,

mutisme, stupor); keadaan darurat/ perilaku aneh; dan hipomanik yang jelas atau

depresi yang jelas. 2) Jika satu dari gejala-gejala yang disebutkan di atas tidak

muncul, maka masih mungkin dipertimbangkan gangguan psikosis, jika ada dua

dari gejala di bawah ini yaitu: kehilangan minat, inisiatif, dan dorongan;

menghindari pergaulan; gaduh gelisah yang berat; merusak tanpa tujuan atau

agresi; takut atau cemas yang berat bersifat episodik atau menetap; dan

pengabaian diri yang berat dan menetap.

Dari penderita yang mengalami psikosis, kemungkinan ia termasuk dalam

kategori psikosis akut atau kronis (skizofrenia). Korban pedofilia dapat

mengalami stres berat yang menimbulkan gangguan psikosis akut. Kriteria

Psikosis Akut menurut Suryani adalah: Onset akut; sebelumnya tidak ada

gangguan kepribadian atau gangguan psikiatri lainnya; dengan/tanpa didahului

stres psikologik; gejala sulit tidur, kebingungan, emosi labil, agitasi, hiperaktif,

halusinasi visual/auditorik, dan/atau ada waham; reaksi terhadap pemberian

neuroleptika baik; sembuh sempurna kurang dari 3 bulan; dan dapat

kambuh/tidak dalam waktu kurang dari 3 bulan.

e) Gangguan Depresi

Jika anak yang mengalami kekerasan seksual tidak sanggup menahan

penderitaannya, kemungkinan anak itu dapat mengalami gangguan depresi.

Diagnosis ini ditegakkan bila terdapat lebih dari dua gejala-gejala gangguan

depresi di antaranya adalah: 1) Suasana perasaan yang depresif; 2) Kehilangan

minat dan kegembiraan; 3) Energi yang berkurang sehingga menimbulkan

perasaan lelah dan menurunnya aktivitas sehari-hari; 4) Berkurangnya

konsentrasi dan perhatian; 5) Berkurangnya harga diri dan kepercayaan diri; 6)
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Perasaan bersalah dan tidak berguna; 7) Merasa bahwa masa depan suram dan

pesimis; 8) Berpikir untuk mencoba bunuh diri; 9) Tidur terganggu; dan 10)

Nafsu makan berkurang. Syarat lainnya untuk dapat meneguhkan diagnosis

gangguan depresi, maka gejala-gekala di atas telah diderita korban pedofilia lebih

dari 2 minggu.83

10. Kasus Pedofilia di Indonesia

Di Indonesia sudah terungkap beberapa kasus pedofilia, misalnya kasus Peter

Will Smith, warga Negara Australia yang melakukan pelecehan seksual kepada

beberapa anak di wilayah Jakarta, ternyata memiliki jaringan seperti multilevel

marketing (MLM) atau jaringan berjenjang, sehingga ia sangat mudah mendapatkan

korban.Selain itu ada kasus pedofilia yang telah berlangsung sejak lama yaitu kasus

Siswanto atau yang lebih dikenal dengan nama Robot Gedek. Siswanto alias Robot

Gedek telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan aktivitas seksual yaitu

sodomi dan pembunuhan kepada enam anak jalanan di Jakarta yang berlangsung sejak

tahun 1994 hingga tahun 1996.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1997 telah menjatuhkan vonis mati

kepada Siswanto karena tindakannya tersebut. Selanjutnya, kasus yang sama dengan

kasus Robot Gedek adalah kasus Baekuni alias Babe, pada bulan Januari 2010 lalu.

Baekuni diketahui telah melakukan aktivitas seksual sodomi dan pembunuhan atas

seorang anak berusia 9 tahun. Tidak sampai disitu, polisi pun menemukan bukti

bahwa jumlah anak-anak yang menjadi korban sodomi dan pembunuhan oleh Baekuni

diketahui mencapai 14 orang, semua korban tersebut adalah anak-anak jalanan.84

83 Ibid., hlm 20-25.
84 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,

2017), hlm 9-10.
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Kekerasan sesksual terhadap anak adalah suatu permasalahan kesehatan

masyarakat yang sulit ditangani di semua negara dan budaya. Di Indonesia dari hasil

penelitian Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja SNPHAR 2018

menunjukkan bahwa ada 6,31 persen laki-laki (1 diantara 15 anak laki-laki) dan 9,96

persen perempuan (1 diantara 10 anak perempuan) pernah mengalami kekerasan

sesksual kontak sepanjang hidupnya. Data berikut adalah hasil survei dari data yang

dilaporkan terjadi pada anak usia 13-17 tahun menurut tipologi wilayah tahun 2018.

Gambar 1 : Prevalensi kekerasan seksual kontak yang dilaporkan terjadi pada

anak Usia 13-17 tahun menurut tipologi wilayah 2018.

Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

Dari gambar 1, survei tersebut memperlihatkan bahwa menurut tipologi wilayah,

kekerasan seksual lebih banyak dialami pada anak perempuan baik yang dilaporkan

sepanjang hidup mereka mupun dalam 12 bulan terakhir. Ada pola yang berbeda

dalam kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki, baik menurut laporan sepanjang

hidup maupun berdasar laporan dalam 12 bulan terakhir yang menunjukkan bahwa

anak laki-laki di perdesaan lebih banyak yang mengalami kekerasan seksual

dibanding di perkotaan. Keadaan ini berbeda dengan pola kekerasan seksual pada

anak perempuan, dimana anak perempuan diperkotaan baik sepanjang hidupnya

(10,35 persen) maupun dalam 12 bulan terakhir (6,91 persen) mengalami kekerasan

seksual lebih tinggi dibandingkan anak perempuan di desa baik yang dilaporkan

sepanjang hidupnya (9,51 persen) maupun dalam 12 bulan terakhir (5,4 persen).
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Kekerasan seksual secara kontak fisik berakibat pada timbulnya cedera fisik,

meningkatnya risiko gangguan kesehatan seksual dan berbagai masalah reproduksi,

baik langsung maupun jangka panjang. Kekerasan seksual secara kontak fisik juga

memiliki dampak mendalam pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial, korban

kekerasan seksual banyak yang mengalami stigmatisasi dan dikucilkan oleh keluarga

mereka sendiri dan orang lain. Unicef pada tahun 2014 menggaris bawahi bahwa

dalam keadaan sistem penegakan hukum yang lemah, buruknya tatanan struktur sosial

serta meningkatnya kesehatan masyarakat bahkan stress dapat memicu semakin

tingginya kerentanan anak sebagai sasaran tindak kekerasan seksual, termasuk

pemerkosaan.85

Gambar 2 : Prevalensi Kekerasan Seksual Dipaksa Secara Fisik atau di Bawah Tekanan untuk
Berhubungan Seksual yang dilaporkan pada Usia 13-17 Tahun Menurut Tipologi Wilayah 2018.

Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa baik berdasarkan laporan sepanjang hidup

maupun dalam 12 bulan terakhir secara keseluruhan menunjukkan anak laki-laki

cenderung lebih banyak mengalami kekerasan seksual dipaksa secara fisik atau di

bawah tekanan untuk berhubungan seksual. salah satu faktor tingginya jumlah anak

laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual adalah pembiaran dari orang tua

korban. Orang tua masih sering berpikir bahwa anak laki-laki tidak akan berisiko

85 Ikeu Tanziha, dkk, Profil Anak Indonesia 2020, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), hlm 192-193.
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menjadi korban kekerasan seksual. Saat mereka bermain atau pergi, orang tua begitu

saja membiarkan mereka. Padahal, para predator seksual saat ini tidak hanya

mengincar anak perempuan sebagai korbannya.

Ditemukan kecenderungan bahwa kekerasan seksual dipaksa secara fisik atau di

bawah tekanan untuk melakukan hubungan seksual yang dilaporkan terjadi pada anak

usia 13-17 tahun lebih banyak terjadi di wilayah perdesaan daripada di wilayah

perkotaan. Menurut CALCASA, kekerasan seksual yang dilakukan secara paksa

masih terjadi di daerah perdesaan, dan dari hasil penelitian diketahui bahwa

masyarakat perdesaan sebenarnya memiliki tingkat serangan seksual yang lebih tinggi

daripada daerah perkotaan.86

Selain kekerasan seksual secara kontak fisik, anak-anak juga dibayangi dengan

kekerasan seksual non kontak fisik seperti eksibisionisme (memperlihatkan alat

kelamin), konten pornografi, pelecehan seksual seksual verbal, distribusi

gambar-gambar alat kelamin yang bertentangan dengan kehendak seseorang.

Meningkatnya jumat kekerasan seksual non-kontak dalam beberapa tahun terakhir

dengan mudahnya penggunaan media sosial di kalangan anak muda. Kekerasan

Seksual Non-Kontak yang dilaporkan oleh anak remaja berusia antara 13-17 tahun

sepanjang hidup maupun dalam 12 bulan terakhir lebih banyak dialami oleh anak

laki-laki daripada anak perempuan.

Gambar 3 : Prevalensi Kekerasan Seksual Non-Kontak yang dilaporkan

Terjadi pada anak Usia 13-17 tahun berdasarkan Tipologi wilayah Tahun 2018.

86 Ibid., hlm 194.
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Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018
Dari Gambar 3 terlihat bahwa Kekerasan Seksual Non-Kontak yang telah

dilaporkan terjadi sepanjang hidup pada anak laki-laki lebih banyak di perdesaan

yaitu dengan presentase (7,27 persen) dibanding diperkotaan (6,62 persen). sama

halnya dengan laporan 12 bulan terakhir, Kekerasan Seksual Profil Anak Indonesia

2020 Non-Kontak yang dilaporkan terjadi pada anak laki-laki lebih tinggi di

perdesaan (3,98 persen) dibandingkan daerah Perkotaan (2,39 persen). Namun pola

terbalik dengan yang dialami oleh para anak perempuan. Kekerasan Seksual

Non-Kontak yang dilaporkan terjadi sepanjang hidup maupun dalam 12 bulan terakhir

pada anak perempuan lebih banyak di perkotaan yaitu masing-masing 5,9 persen dan

3,3 persen dibanding di perdesaan yaitu masing-masing 4,73 persen dan 2,88 persen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Landolt menunjukkan bahwa ada hubungan

antara tingkat keseriusan kekerasan seksual pada anak dengan kesehatan mental para

anak anak korban kekerasan seksual tersebut. Anak-anak baik anak perempuan

maupun laki-laki yang pernah mengalami kekerasan seksual baik kontak maupun

non-kontak fisik mendapati status kesehatan mental rendah.87

Berdasarkan laporan dari SNPHAR tahun 2018, memperlihatkan bahwa terdapat

empat jenis Kekerasan Seksual Kontak yang telah dilaporkan terjadi pada anak Usia

87 Ibid., hlm 195-196
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13-17 tahun baik sepanjang hidup maupun dalam 12 bulan terakhir yaitu: Kekerasan

Seksual Kontak dengan tekanan, dengan paksaan, dengan ajakan berhubungan, dan

sentuhan.

Gambar 4 : Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Kontak yang Dilaporkan terjadi pada

anak Usia 13-17 Tahun 2018.

Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

Berdasarkan data pada Gambar 4 tersebut, menunjukkan bahwa jenis kekerasan

seksual kontak yang sering terjadi pada anak-anak adalah kekerasan seksual kontak

dengan sentuhan baik yang dialami sepanjang hidup yaitu 85,47 persen pada anak

laki-laki dan 81,23 persen pada anak perempuan, maupun dalam 12 bulan terakhir

yaitu 85,17 persen pada anak laki-laki dan 76,22 persen pada anak perempuan. Jenis

kekerasan seksual kontak seperti percobaan untuk berhubungan seksual tetapi tidak

berhasil yang dialami sepanjang hidupnya yaitu 22,40 persen pada anak laki-laki dan

21,33 persen pada anak perempuan. Sedangkan hal yang sama terjadi dalam 12 bulan

terakhir sebesar 23,71 persen anak laki-laki dan 19,40 persen anak perempuan.
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Peristiwa-peristiwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, beberapa tempat

yang sering menjadi tempat kejadian kekerasan seksual adalah tempat umum, rumah

maupun sekolah. Rumah dan sekolah yang seharusnya merupakan sebuah tempat

aman bagi anak, justru banyak laporan kekerasan seksual yang terjadi dirumah dan di

sekolah. Laporan SNPHAR tahun 2018 memperlihatkan ada beberapa tempat

terjadinya kekerasan seksual yaitu di rumah korban, rumah pelaku, rumah orang lain,

sekolah/kantor, serta di tempat umum.

Gambar 5 : Lokasi Kejadian Dipaksa Secara Fisik untuk Berhubungan Seksual yang

Pertama dan Terakhir Kali pada Anak Usia 13-17 Tahun 2018.

Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

Berdasarkan gambar 5 di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan seksual baik yang

dialami pertama kali maupun terakhir kali lebih banyak terjadi di rumah pelaku.

Tempat kekerasan seksual yang terjadi pertama kali diurutkan dari yang tertinggi

adalah rumah pelaku, tempat umum, rumah korban, rumah orang lain dan sekolah.

Sedangkan tempat kejadian kekerasan seksual yang terjadi terakhir kali yaitu di

rumah pelaku, tempat umum, sekolah, rumah korban dan rumah orang lain. Jika

dilihat berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual

pertama kali lebih banyak di rumah pelaku dan rumah korban yaitu masing-masing

49,89 persen dan 30,32 persen, selain itu tidak ada yang terlaporkan anak laki-laki
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menjadi korban kekerasan seksual di rumah orang lain. Sedangkan untuk korban anak

perempuan lebih banyak terjadi kekerasan seksual pertama kali di rumah pelaku dan

tempat umum yaitu masing-masing 37,21 persen dan 33,30 persen. Prevalensi

kekerasan seksual di sekolah baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan lebih

rendah dibanding tempat lainnya yaitu masing-masing 7,39 persen dan 10,89 persen.

Berdasarkan laporan kejadian seksual yang terakhir kali, banyak anak laki-laki yang

menjadi korban kekerasan seksual di tempat umum, sekolah dan rumah korban yaitu

masing-masing sebesar 40,93 persen, 39,98 persen dan 19,09 persen, dan tidak ada

laporan yang menjadi korban kekerasan seksual di rumah orang lain maupun rumah

pelaku. Sedangkan anak perempuan banyak menjadi korban kekerasan seksual di

rumah pelaku, rumah korban, tempat umum, dan rumah orang lain yaitu

masing-masing sebesar 44,53 persen, 23,65 persen, 20,66 persen dan 19,09 persen,

dan kejadian yang paling rendah terjadi di sekolah yaitu 0,27 persen.

Gambar 6 : Lokasi Kejadian Dipaksa Berhubungan Seksual di Bawah Kekuasaan/Pengaruh

yang Pertama dan Terakhir Kali pada Anak Usia 13-17 Tahun 2018.

Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

Terlihat dari tabel Gambar 6 bahwa berdasarlan laporan SNPHAR tahun 2018

lokasi kejadian anak-anak dipaksa untuk berhubungan seksual di bawah kekuasaan

atau pengaruh yang pertama kali pada anak laki-laki usia 13-17 Tahun terbanyak yaitu
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ada di tempat umum (39,49 persen), menyusul di rumah orang lain (30,31 persen), di

rumah pelaku (24,82 persen), dan justru sedikit terjadi rumah korban (2,73 persen),

serta sekolah (2,65 persen). Lain halnya dengan anak laki-laki, lokasi dimana korban

dipaksa berhubungan seksual di bawah kekuasaan atau pengaruh yang pertama kali

pada anak perempuan usia 13-17 Tahun terbanyak yaitu di rumah orang lain (36,36

persen), berikutnya di rumah korban (23,29 persen), di rumah pelaku (20,27 persen),

dan terjadi di tempat umum (20,27 persen). Tidak ada laporan lokasi kejadian dipaksa

berhubungan seksual di bawah kekuasaan atau pengaruh yang pertama kali pada anak

perempuan di sekolah.

Kejadian kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sebagai

contoh dapat terjadi di alat transportasi, tempat umum, sekolah/kantor, rumah, baik

siang maupun malam. Berdasarkan laporan SNPHAR tahun 2018 menunjukkan

bahwa kejadian kekerasan seksual dapat terjadi malam hari, siang hari dan atau pagi

hari.

Gambar 7 : Waktu Kejadian Dipaksa Secara Fisik untuk Berhubungan Seksual

yang Pertama dan Terakhir Kali pada Anak Usia 13-17 Tahun, 2018

Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

Berdasarkan waktu terjadinya kekerasan seksual dilihat dari Gambar 7

menunjukkan bahwa waktu kejadian kekerasan seksual dipaksa secara fisik dengan

tujuan berhubungan seksual yang pertama kali pada anak perempuan usia 13-17
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Tahun terjadi pada malam hari, siang hari maupun pagi hari dengan prevalensi hampir

sama yaitu sekitar 30 persen. Namun jika dilihat dari waktu kejadiannya yang terakhir

kali, pada anak perempuan hanya terjadi pada siang hari (99,76 persen), dan tidak

ada laporankejadiannya pada malam hari. Lain halnya dengan korban anak laki-laki

yaitu waktu kejadian dipaksa secara fisik untuk berhubungan seksual yang pertama

kali terbanyak pada siang hari (61,83 persen), menyusul malam hari (23,84 persen)

dan pagi hari (14,33 persen). Demikian juga kejadiannya yang terakhir kali pada anak

laki-laki terbanyak dilakukan di siang hari (65,46 persen) menyusul malam hari

(34,54 persen)

Perilaku kekerasan ialah suatu kejadian dimana seseorang melakukan perbuatan

yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun

lingkungan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak terbagi atas dua kelompok yang

pertama adalah pihak yang dikenal baik oleh korban seperti orangtua, kerabat,

pengasuh, pacar, teman sepermainan, guru, pelatih dan sebagainya dan yang kedua

adalah pihak yang tidak dikenal baik atau sama sekali asing bagi korban. Akan tetapi

berdasarkan sebuah penelitian United Nations Secretary-Generalpada tahun 2006

ditemukan bahwa di sebagian besar negara, kekerasan seksual terhadap anak laki-laki

maupun anak perempuan paling sering terjadi oleh seseorang yang dikenal oleh anak

dan keluarganya. Dari laporan SNPHAR tahun 2018 dikategorikan ada 5 (lima)

kelompok pelaku kekerasan fisik yang dilaporkan pada kejadian-kejadian kekerasan

seksual pada anak baik pada kejadian pertama maupun kejadian 12 bulan terakhir

yaitu pasangan/pacar, keluarga, dewasa dikenal, teman/kelompok sebaya dan orang

tidak dikenal. Dari data tersebut artinya adalah kekerasan seksual dapat terjadi di

wilayah-wilayah yang dianggap aman bagi anak seperti rumah, sekolah, atau

lembaga.



72

Gambar 8 : Pelaku Kekerasan Seksual yang dilaporkan Terjadi pada Anak
Usia13-17 Tahun, 2018

Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SPNHAR), 2018

Menarik untuk melihat pada data yang ada di Gambar 8 yaitu bahwa pelaku

kekerasan seksual pada anak laki-laki usia 13-17 tahun pada kejadian pertama yang

paling tinggi prevalensinya adalah teman sebaya (72,21 persen) berikutnya

pasangan/pacar (15,79 persen), orang tidak dikenal (6,81 persen), keluarga (3,64

persen), dan yang paling rendah adalah dewasa dikenal (1,55 persen). Prevalansi

pelaku kekerasan seksual tersebut juga hampir sama dengan apa yang dilaporkan pada

12 bulan terakhir yaitu jumlah paling tinggi prevalensinya adalah teman sebaya (73,61

persen) menyusul pasangan/pacar (11,43 persen), keluarga (7,73 persen), dewasa

dikenal (4,03 persen), dan yang paling rendah ialah dewasa dikenal (3,21 persen).

Dilihat dari tabel gambar 8 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak

perempuan usia 13-17 tahun pada kejadian pertama yang paling tinggi prevalensinya

ialah teman sebaya dengan angka (74,23 persen) menyusul pasangan/pacar (15,79

persen), dewasa dikenal (5,95 persen), orang tidak dikenal (3,73 persen), dan yang

paling rendah adalah keluarga (3,62 persen). Pola pelaku kekerasan seksual ini hampir

mempunyai kesamaan dengan yang dilaporkan pada 12 bulan terakhir yaitu prevalensi

tertinggi ialah teman sebaya (56,79 persen) menyusul dewasa dikenal (19,86 persen),
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pasangan/pacar (14,34 persen), keluarga (7,50 persen), dan dewasa dikenal diurutan

paling rendah (1,52 persen).88

Menurut data dari Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sejak Bulan Januari hingga 31 Juli 2020 sudah

ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia yang sudah tercatat. Dari

banyaknya kasus kekerasan pada anak tersebut, kasus paling banyak adalah kasus

kekerasa seksual pada anak dengan rincian angka 2.556 korban kekerasan seksual.89

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada

tahun 2021 telah tercatat sejak 1 Januari 2021 hingga 16 Maret 2021, terdapat 426

kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es,

masih banyak kasus yang tidak terungkap dan dilaporkan.90 Data tersebut belum

mencakup semua kejadian pedofilia di Indonesia. Masih banyak kasus pedofilia yang

belum terungkap dan terlaporkan. Kasus yang sempat menjadi sorotan KPAI adalah

kasus Michael Angelo dan Romo yang melakukan tindakan pedofilia kepada anak

asuhnya di panti asuhan. Kasus tersebut sulit ditangani karena ada pihak yang

melindungi dan kurangnya bukti hukum untuk mengajukan laporan.

Kasus-kasus di atas memperlihatkan sebuah gambaran bahwa pedofilia yang

merupakan kejahatan seksual terhadap anak banyak terjadi di Indonesia. Kasus

penyimpangan seksual tersebut dapat diibaratkan sebagai gunung es, sedikit yang

berhasil terungkap namun kasus-kasus yang belum diketahui masih banyak. Sebagian

88 Ikeu Tanziha, dkk, Profil Anak Indonesia 2020, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), hlm 196-210.

89 Sania Mashabi, Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban
Kekerasan Seksual, diakses dari (Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak
Korban Kekerasan Seksual (kompas.com)), pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 14:51.

90 Sania Mashabi, Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual,
diakses dari (Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual
(kompas.com)), pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 15:02.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual
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besar korban (beserta orang tua masing-masing) cenderung tidak mau melaporkan

kejahatan yang pernah mereka alami karena malu. Bahkan banyak korban lain yang

tidak dapat melaporkan kejahatan tersebut karena dibunuh.

Mempelajari beberapa kasus tersebut, maka harus dibedakan antara kasus

pedofilia dengan delik kekerasan seksual terhadap anak yang sifatnya biasa. Terdapat

peningkatan kualitas dan kuantitas delik pada kasus pedofilia, sehingga kejadian

tersebut menunjukkan bahwa kasus pedofilia lebih berbahaya daripada kekerasan

seksual biasa. Pada kasus pedofilia, para pelaku dalam melaksanakan tindakannya

memang sengaja menyasar anak-anak sebagai korban, sehingga berbagai modus

operandi mereka lakukan untuk melakukan aksinya mulai dari membujuk anak,

merayu, memberikan hadiah hingga menggunakan ancaman kekerasan.

Kemudian dari segi kuantitas korban, kasus pedofilia cenderung menimbulkan

lebih dari satu korban. Ini sesuai dengan hakikat pedofilia di mana pelakunya

memang mengidap aktivitas seksual yang menyimpang yaitu memiliki kecenderungan

tertarik secara seksual pada anak-anak, mereka merasa fantasi seksualnya terpenuhi

apabila berhasil dalam melakukan aktivitas seksual terhadap anak-anak dan hal itu

menjadi candu bagi mereka sehingga akan mereka lakukan terus menerus.

Hal ini berbeda dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak biasa yang

mungkin saja pelaku memilih anak sebagai korban karena anak dianggap makhluk

yang lemah dan masih lugu sehingga dengan mudah dipaksa atau diperdaya untuk

memuaskan nafsu seksualnya. Akan tetapi secara umum, kejiwaan pelaku sebenarnya

nornal dan tidak ada penyimpangan seksual padanya berbeda dengan para pengidap

pedofilia.91

91 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,
2017), hlm 10-11.
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BAB III

KEMAMPUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIK KPAID YOGYAKARTA

DALAMMENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN PEDOFILIA

SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

A. Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulagi Tindak Kejahatan

Pedofilia

Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecahan seksual atau sexual

harassment merupakan dua wujud kejahatan atas kesusilan yang bukan saja

merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah menjadi masalah

(hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Bahkan masalah ini

hanya dipandang dan diperbincangkan sebagai masalah lokal saja. Para pelaku

kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual tidak didominasi oleh mereka yang

berasal dari golongan ekonomi menengah ataupun rendah apalagi kurang atau mereka

yang tidak berpendidikan sama sekali, justru para pelakunya telah masuk dalam

semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Berbagai kasus pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan yang melibatkan

semua golongan dalam masyarakat di beberapa negara maju sudah sering menjadi

sebuah berita pers barat di negara tersebut dan telah dikenal sangat terbuka. Dapat

dilihat beberapa kasus seperti Michael Jackson, Mike Tyson hingga kasus keluarga

Kerajaan Inggris dan calon presiden di Amerika Serikat (Gary Hart), semua

menunjukkan permasalahan pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan. Sama halnya

dengan beberapa kasus di Indonesia, meningkatnya gejala pelecehan seksual dewasa

ini dan beberapa kasus pemerkosaan sudah bukan lagi milik golongan masyarakat
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menengah ke bawah namun sudah masuk pada para golongan atas atau para kalangan

eksklusif.92

Di Indonesia tindak pidana pedofilia juga terjadi beberapa kali dengan korban

yang tidak sedikit. Kasus yang menjadi perhatian publik yaitu adanya tindakan

pedofilia yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Perancis yaitu

Fracois Abello Camille atau Frans berusia 65 tahun yang ditangkap di salah satu hotel

di Jakarta Barat. Frans diduga telah melakukan eksploitasi anak dan kekerasan seksual

terhadap 305 anak sejak tahun 2015 hingga 2020.93 Menjadi perhatian bahwa

anak-anak dibawah umur dengan jumlah yang sangat banyak menjadi korban tindak

pidana pedofilia. Tidak lupa dengan kasus yang cukup besar mengenai Robot Gedek

yang merupakan seorang pedofil yang telah melakukan kekerasan seksual kepada

sejumlah anak dan melakukan pembunuhan.

Di Indonesia, konstitusi telah membuat peraturan secara tegas mengenai

perlindungan anak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat (2) menyebutkan

bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara Indonesia dalam

perkembangannya juga membuat peraturan yang lebih khusus mengenai

perlindungan anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak. Upaya untuk menangani perlindungan anak semakin

terlihat setelah di tahun 1990, pemerintah Indonesia secara resmi melalui Keppres

No.36/1990 meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak yang menyampaikan amanat

bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai

kesejahteraan anak wajib dijamin oleh negara.

92 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Mandar Maju: Bandung,
1995), hlm 103.

93 Bilal Ramadhan, WNA Pedofil Kerap Pukuli Korbannya,
https://republika.co.id/berita/qd8j0u330/wna-pedofil-kerap-pukuli-korbannya diakses pada tanggal 22
Juli 2020, pukul 18.35 WIB.

https://republika.co.id/berita/qd8j0u330/wna-pedofil-kerap-pukuli-korbannya
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah membuat peraturan

mengenai perlindungan anak di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak dan dilakukan pembaruan pertama kedalam

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan disempurnakan lagi dengan dibuatnya

Perpu No 1 Tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo mengenai penambahan hukuman

dan pemberatan hukuman tindak pidana pedofilia. Dalam undang-undang tersebut

pada ketentuan pasal 1 (satu) angka 2 (dua) dijelaskan bahwa perlindungan anak

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Anak dalam undang-undang tersebut yaitu seseorang yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan khusus anak menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab

pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya diberikan kepada: anak

dalam situasi dan kondisi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau

seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,

dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan

HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan; anak korban

kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan

terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi

dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.94

94 Tri Windiarto, dkk, Profil Anak Indonesia 2018, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), hlm 121-123.
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Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan

perlindungan khusus bagi anak menjadi penting untuk melakukan upaya:

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik,
psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;

dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.95

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sudah dilakukan perubahan dan pembaharuan dengan adanya dua kali perubahan

(dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016/UU Nomor 17

Tahun 2016), akan tetapi pelaksanaan di lapangan belum dapat berjalan seperti yang

kita harapkan. Bisa kita lihat ada berulang kali kejadian kasus-kasus kejahatan dan

kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dapat diduga ada pembiaran (entah

disadari atau tidak), baik yang dilakukan oleh orang tua, lingkungan sekitar, maupun

pemerintah.96 P Cormil dalam penelitiannya pada tahun 1959 menjelaskan bahwa

korban patut mendapatkan perhatian dan bantuan yang lebih besar dan dilihat dari

kriminologi maupun viktimologi harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan

kriminal dan juga dalam pembinaan para pelaku kejahatan.97

Pedofilia dalam KUHP dimasukkan ke bagian kejahatan kesusilaan dalam Bab

XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Artinya adalah pemahaman terhadap

kesusilaaan sebagai penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam

kehidupan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan pengertian kesusilaan.

Namun senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan

95 Ibid., hlm 123.
96 Ibid., hlm 155.
97 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan korban Kejahatan antara

Norma dan Realita, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm 41.
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perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang hidup di

lingkungan masyarakat.98

Dalam KUHP aturan mengenai perbuatan cabul ada pada Pasal 287, Pasal 290,

Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 296 KUHP. Peraturan mengenai

perbuatan cabul tersebut yang menempatkan anak-anak sebagai korbannya yang

dilakukan oleh orang dewasa yang mengidap kelainan psikoseksual untuk melakukan

kegiatan seksualnya dengan anak-anak, sehingga merupakan kebijakan formulatif

terhadap pedofilia tertuang dalam Pasal 287, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, dan

Pasal 294 KUHP.

Pasal 287 KUHP, menyatakan sebagai berikut:

1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas
tahun atau kalau umurnya ternyata belum mampu dikawin, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun;

2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum
sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal tersebut pada Pasal 291 dan
294.

Kejahatan tersebut diatur dalam rumusan Pasal 287 ayat (1) mempunyai

unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatannya bersetubuh; 2. Obyeknya adalah wanita

di luar perkawinan; wanita itu diketahui atau sepatutnya dapat diduga belum berumur

lima belas tahun atau belum mampu dikawin. Kebijakan formulasi dalam rumusan

kejahatan ini, pembuat undang-undang (legislator) mengualifikasikan kejahatan harus

dalam bentuk kegiatan bersetubuh, artinya adalah apabila kegiatan tersebut tidak

terjadi persetubuhan maka tidak dapat dikategorikan dalam kualifikasi yang

dirumuskan dalam pasal ini.99 Berikutnya pada Pasal 287 ayat (2) terdapat formulasi

98 Roeslan saleh dalam Tongat, Hukum Pidana Materiil TInjauan atas TIndak Pidana Terhadap
Subyek Hukum dalam KUHP, (Djambatan: Jakarta, 2003), hlm 109.

99 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana
Penjara, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 1996), hlm 59.
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terkait dengan dasar penuntutan atas kualifikasi kejahatan ini dengan kualifikasi delik

aduan dan delik biasa (bukan aduan).

Bila persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan yang diketahui atau

sepatutnya dapat diduga belum berumur lima belas tahun tetapi telah di atas 12 tahun,

yang tidak mengakibatkan luka parah atau mati (Pasal 291), serta tidak memiliki

hubungan keluarga (Pasal 294) merupakan Delik Aduan, dan secara a contrario

merupakan Delik Biasa atau Delik Aduan, jika:

a) Wanita tersebut usianya belum 12 tahun;
b) Wanita tersebut menderita parah;
c) Wanita tersebut mati; atau
d) Wanita tersebut mempunyai hubungan keluarga (anaknya, anak tiri, anak

angkat, anak di bawah pengawasannya).100

Rumusan Pasal 290 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:
1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui

bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui

atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau
kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak
ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan
perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.101

Ketetapan dalam Pasal 291 KUHP menjelaskan adanya dasar pemberat bagi

pelaku baik diperberat maksimum dua belas tahun penjara dengan rujukan apabila

dari perbuatannya dalam pasal itu (perbuatan cabul, maupun menyetubuhi)

menimbulkan adanya luka-luka berat pada korban atau dapat diperberat menjadi

maksimum lima belas tahun penjara, jika akibat perbuatan pelaku pada korban sampai

mengakibatkan kematian korban.102

100 JM Van Bemmelen, Hukum Pidana 3, (Bina Cipta: Jakarta, 1986), hlm 179.
101 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,

2017), hlm 94-94.
102 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005),

hlm 83.
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Perumusan yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, menjelaskan sebagai berikut,

“Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama

kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.103 Perumusan pada Pasal

292 KUHP ini telah secara jelas dan tersirat memasukkan norma yang digunakan

untuk melindungi anak-anak dari perilaku seksual yang menyimpang di lingkungan

masyarakat yang dilakukan oleh orang dewasa atau para pelaku pedofilia.

Dalam Pasal 293 KUHP menjelaskan tentang tindakan menggerakkan orang yang

belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul, dirumuskan dalam tiga ayat sebagai

berikut:

1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,
menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan
menyesatkan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik
tingkah-lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan
cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau
selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.

2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengadua orang yang terhadap dirinya
dilakukan kejahtan itu.

3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing
9 bulan dan 12 bulan.

Adapun ketentuan mengenai kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa

untuk berbuat cabul, dirumuskan dalam ayat (1), yang apabila dijabarkan terdapat

beberapa unsur objektif dan subjektif, sebagai berikut. Untuk unsur-unsur objektif

terdiri dari: a) Perbuatannya menggerakkan; b) Beberapa siasatnya: memberi uang

atau barang, membujuk menggunakan uang atau barang, menyalahgunakan kuasa

yang timbul dari hubungan keadaan dan penyesatan; c) Obyeknya: orang yang belum

dewasa; d) Yang baik tingkah lakunya; d) Untuk melakukan perbuatan cabul dan

103 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,
2017), hlm 99.
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dilakukan perbuatan cabul dengannya. Unsur subjektifnya adalah diketahuinya atau

selayaknya harus diduganya tentang kedewasaannya.104

Kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk

melakukan perbuatan cabul, memiliki pemahaman dengan perbuatan menggerakkan

(bewegen) tapi mempunyai sifat yang berbeda.

a) Perbuatan menggerakkan

Perbuatan “menggerakkan” (bewegen) adalah perbuatan memengaruhi

kemauan orang lain, atau untuk mempengaruhi pada kemauan orang lain ke

arah kemauannya sendiri, atau agar sama dengan kemauannya sendiri. Jadi,

objek yang dipengaruhi adalah kemauan atau keinginan orang lain.

Peringatan menggerakkan adalah perbuatan yang masih bersifat dan akan

lebih konkret wujudnya setelah dihubungkan dan cara-cara perbuatan

menggerakkan dilakukan, yang inc casu ada empat macam, sebagaimana

telah ada dalam rincian unsur-unsur di atas, yaitu:105

1) Dengan memberikan uang atau barang;
2) Dengan merayu dengan janji untuk memberi uang atau benda;
3) Dengan menyalahgunakan kuasa yang timbul dari hubungan keadaan;
4) Dengan penyesatan.

Empat cara tersebut pada dasarnya adalah perwujudan nyata dari perbuatan

menggerakkan, dan dalam wujud nyata tersebut harus termuat suatu

kehendak si pembuat yang diarahkan pada terbentuknya kehendak orang

lain yang in casu (1) orang melakukan perbuatan cabul dan (2) dilakukan

perbuatan cabul dengannya.

Seseorang yang telah menggerakkan orang lain dengan berbagai cara

tersebut di atas, belum tentu berhasil untuk menggerakkan orang lain

104 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005),
hlm 84.
105 Ibid., hlm 85.
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(hatinya) dengan tujuan berbuat cabul atau dilakukan perbuatan cabul

terhadap dirinya (korban). Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi,

akan tetapi tidak membuat orang yang digerakkan terpengaruh maka

perbuatan cabul itu tidak terjadi, selanjutnya kejadian tersebut dianggap

sebagai percobaan.

Pelaku yang menggerakkan ini tidak ditentukan jenis kelaminnya, boleh

lelaki atau perempuan, dan juga pelaku penggerakan tidak ditentukan

dewasa atau belum dewasa. Jadi boleh orang dewasa dan boleh juga orang

yang belum dewasa. Hal ini berbeda dengan Pasal 292 (homoseksual) yang

mensyaratkan penggerak haruslah seorang lelaki dewasa atau perempuan

dewasa sedangkan korbannya adalah anak perempuan belum dewasa atau

anak lelaki belum dewasa.

b) Cara-cara Menggerakkan

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan

maksud dan tujuan tertentu untuk dimiliki atau menjadikan miliknya.

Setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka uang atau barang yang

diberikan akan menjadi milik orang yang diberi. Menjanjikan memberi uang

atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam

maksud untuk dijadikan milik. Perbedaannya ada pada waktu

memberikannya yaitu setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang

telah berpindah kekuasaannya pada barang yang diberi. Akan tetapi pada

perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu

belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian setelah melakukan

perbuatan tersebut dan tidak pada saat janji diucapkan.
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Dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi rasa percaya kepada

orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang

menyebabkan orang lain itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela

mau melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul

terhadapnya dengan maksud untuk mendapatkan apa yang dijanjikan.

Menyalahgunakan tipu daya yang terpancar dari kewibawaan yang timbul

dari adanya hubungan keadaan entah hubungan kekeluargaan atau hubungan

sosial.

c) Orang Belum Dewasa yang Baik Tingkah Lakunya

Orang yang belum dewasa ini bisa berjenis laki-laki atau boleh perempuan.

Pengertian baik tingkah lakunya (onbesproken gedrag) adalah orang yang

bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat si pelaku

berinterkasi sosial, dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang

kesusilaan. Jadi indikator seseorang berkelakuan baik atau tidak baik dalam

bidang kesusilaan adalah terletak pada semua orang yang mengenalnya

menganggap orang tersebut baik atau buruk di lingkungan sosialnya.106

d) Untuk Melakukan Perbuatan Cabul atau untuk Membiarkan Dilakukan

Perbuatan Cabul

Dua perbuatan ini sebenarnya dilakukan oleh korban dengan dasar

kemauannya sendiri, akan tetapi ada pengaruh dari si pembuat dengan

melakukan perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara

tersebut di atas. Jadi, kemauan sukarela itu sebenarnya tidak murni dari

dalam hati korban. Untuk yang pertama: melakukan perbuatan cabul,

mempunyai arti yaitu perbuatan cabul itu dilakukan oleh korban yang belum

106 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, (Sinar Baru: Jakarta, 1980), hlm 127.
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dewasa. Akan tetapi pada membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

perbuatannya dilakukan oleh korban berupa perbuatan pasif, pihak yang

berbuat cabul aktif adalah pelaku. Selain itu ada pula pihak ketiga yang

melakukan perbuatan cabul menurut pengertian tersebut. Misalnya, seorang

membayar dua orang (lelaki dan perempuan) yang belum dewasa untuk

melakukan adegan bertelanjang bulat dan saling melakukan perbuatan cabul

atau adegan lainnya yang melanggar kesusilaan.

e) Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduganya tentang Kebelum Dewasaannya

Ada dua corak unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293, yaitu bentuk

kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan dan bentuk culpa

berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang

digerakkannya demi perberbuatan cabul tersebut. Kejahatan kesusilaan

menurut Pasal 293 ini merupakan suatu tindak pidana aduan absolut.

Menurut Pasal 293, yang berhak untuk melakukan aduan adalah orang yang

terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu, yang in casu adalah orang yang

melakukan perbuatan cabul dan orang yang dilakukan perbuatan cabul.

Walaupun kedua orang itu sesungguhnya juga melakukan perbuatan cabul,

yang satu aktif dan yang satunya pasif, keduanya bukan pembuat, sehingga

tidak dibebani tanggung jawab pidana. Justru kejahatan ini diwujudkan

untuk melindungi orang yang belum dewasa atau anak-anak tersebut. Batas

waktu korban untuk melakukan aduan tidak sama dengan tenggang waktu

yang disebutkan menurut Pasal 74 (enam bulan bagi orang yang tinggal di

Indonesia, dan sembilan bulan bagi orang yang tinggal di luar Indonesia

sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan), akan tetapi

sembilan bulan untuk pengadu yang bertempat tinggal di Indonesia, dan dua
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belas bulan untuk yang bertempat tinggal di luar Indonesia, sejak pengadu

mengetahui dilakukannya kejahatan.107

Ketentuan Pasal 294 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak
angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau
dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya,
pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya;;

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
a) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena

jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya
dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

b) Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh
dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah
piatu, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial yang melakukan
perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan di dalamnya.108

Ketentuan Pasal 294 KUHP ini memberi penegasan bahwa unsur adanya

hubungan dan penyalahgunaan hubungan dipandang sebagai unsur yang memberatkan

perbuatan cabul, karena pelaku dapat dengan mudah melakukan perbuatan cabul, dan

menyalahgunakan kedudukannya, hal tersebut seharusnya dapat digunakan pelaku

untuk melindungi anak-anak. Maka dari itu pelaku diancam dengan pidana yang lebih

berat daripada Pasal 293 yaitu dengan hukuman maksimum lima tahun penjara, dan

dalam Pasal 294 maksimum hukumannya adalah tujuh tahun penjara.109

Perkosaan maupun kejahatan seksual lainnya terlebih dilakukan pada anak-anak

atau pedofilia, maka kiranya pantas jika para pelaku dihukum pidana seberat-beratnya

dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan dan kejahatan

seksual terhadap anak-anak, hal tersebut dikarenakan para pelaku seharusnya ikut

melindungi anak-anak, akan tetapi justru memanfaatkan keluguan anak untuk

memenuhi hasrat seksualnya. Di Indonesia ada Undang-Undang yang mengatur lebih

107 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,
2017), hlm 101-105.

108 Ibid., hlm 105.
109 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005),

hlm 86.
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khusus menganai Perlindungan Anak yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan mengenai:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa
Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak mengubah ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

menyatakan:

(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,
maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pembaharuan hukum telah dilakukan dalam Pasal 81 tersebut dengan

menambahkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yaitu

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang
pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,
gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi
reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama
2O (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman
identitas pelaku.
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(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat
dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi
elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama
dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Menelaah rumusan Pasal 66 tersebut, maka dapat dipahami bahwa orang yang

menjadi korban ialah anak yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

untuk melakukan persetubuhan dengan seseorang atau orang lain (orang dewasa),

maka dalam pasal ini juga sebagai suatu langkah untuk menanggulangi kejahatan

seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak sebagai korbannya,

walaupun tidak secara khusus pasal ini ditujukan untuk pelaku pedofilia tetapi

semestinya kebijakan dalam Pasal 66 ini dapat digunakan untuk memberikan

hukuman pada para pelakunya.

Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan mengenai:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Perumusan Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak mengubah ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,
maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Dilihat dari perumusan Pasal 82 ini dapat kita pahami bahwa pasal ini tidak

khusus untuk menyelesaikan kasus pedofilia. Pasal ini dapat diberlakukan pada semua
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bentuk kekerasan dan kejahatan seksual yang korbannya adalah anak di bawah umur.

Menjadi lebih khusus dalam rumusan pasal ini ialah ancaman pidananya.110

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi dasar

perlindungan hukum mengenai kesehatan anak selain undang-undang perlindungan

anak. Dapat dilihat dalam beberapa pasal yang ada di Undang-undang ini pemerintah

memberikan ketentuan khusus bagi pemeliharaan kesehatan anak demi tumbuh

kembang anak yang maksimal.

Pasal 131

1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk
mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan
berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam
kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan
belas) tahun.

3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi
orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.

Perumusan Pasal 133 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

menjelaskan mengenai hak anak yang berbunyi sebagai berikut:

1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk
diskrimasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.

2) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk
menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan.

Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 131 dan Pasal 133 bahwa anak yaitu seseorang yang berumur hingga 18 tahun

dilindungi kesehatannya dan menjadi suatu kewajiban bersama bagi orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal tersebut diupayakan

agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Anak juga berhak untuk

110 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,
2017), hlm 113-114.
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merasa dilindungi dan terhindar dari berbagai kekerasan seperti kekerasan seksual

karena dapat mengganggu kesehatannya.

Peraturan perundangan seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan

Undang-Undang Kesehatan telah dibuat dengan tujuan untuk lebih melindungi

anak-anak dari tindak pidana pedofilia, namun dalam praktiknya belum bisa

mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap anak. Padahal dibentuknya

undang-undang secara teoritis diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan

terhadap anak, sebagaimana menurut Anselun Von Feurerbach yang berpendapat

bahwa ancaman pidana dalam perundang-undangan merupakan upaya preventif

terjadinya tindak pidana, demikian pula pendapat Francis Bacon telah

memperkenalkan istilah tersebut, namun masih banyak fakta sosial dan fakta hukum

yang memperlihatkan bahwa anak-anak belum terbebas dari kondisi kriminogen

sehingga menjadi korban kejahatan pedofilia. Untuk itu perlu mengkaji ulang

mengenai (1) Kebijakan formulasi pedofilia dalam hukum positif Indonesia, maupun

(2) Penjatuhan pidana terhadap pelaku pedofilia dalam putusan pengadilan di

Indonesia, kemudian diperlukan pula adanya (3) Kebijakan formulasi pedofilia pada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang dalam melindungi anak

sebagai korban, sebagai suatu wujud peraturan pelaksanaan yang dapat dijadikan

pedoman bagi berbagai pihak yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan untuk

memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban

pedofilia.111

111 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,
2017), hlm 31-32.
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B. Peran dan Praktik KPAID Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Anak

Dari Tindak Kejahatan Pedofilia

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang mengarah pada ajakan seksual

tanpa persetujuan korban. Tindakan ini dilakukan terhadap seorang anak oleh individu

lainnya dengan cara menggunakan kekuasan, ancaman dan cara-cara memaksa

lainnya. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015 menjelaskan arti kekerasan seksual

anak (Child Sexual Abuse) sebagai keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan

seksual yang belum sepenuhnya dia pahami dan tidak dapat memberikan informasi

yang disampaikan, tidak ada persetujuan anak, atau dengan melanggar hukum atau

melanggar norma sosial masyarakat. Kekerasan seksual dibagi dalam kegiatan dengan

kontak fisik dan tanpa kontak fisik. Menurut Landolt dari kedua bentuk kekerasan

seksual tersebut sudah dapat dipastikan memiliki dampak negatif bagi kesehatan fisik

dan mental pada para korban yang hidup hingga dewasa. Dari berbagai hasil

penelitian lintas budaya di tingkat global (WHO, 2002; Unicef, 2014; Hillis dkk.,

2016) menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak tersebut dapat

menghambat berbagai aspek perkembangan anak baik secara fisik, psikologis dan

sosial.

Pengungkapan dan pelaporan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

merupakan suatu langkah penting untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan

lanjutan yang dikhawatirkan terjadi dan untuk memastikan bahwa korban

mendapatkan bantuan yang dibutuhkan secara maksimal agar secepatnya

meminimalisir dampak negatif yang dialami akibat tindakan kekerasan seksual yang

dialaminya. Pengungkapan dan pelaporan juga memberikan kesempatan para penegak

hukum melakukan tindakan kepada pelaku, serta membantu penyediaan data yang

akurat terkait prevalensi dan tingkat keparahan kekerasan terhadap anak yang
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sebenarnya yang dapat digunakan untuk membentuk langkah-langkah

penanggulangan masalah.112

Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga pengawas perlindungan

anak selalu memperbarui data mengenai anak, mempelajari berbagai aspek mengenai

anak, dan membuat berbagai program demi terwujudnya perlindungan anak di

Indonesia. Dengan mempelajari lebih dalam mengenai korban, peran korban,

hubungan korban dengan pelaku, faktor terjadinya suatu kejahatan dan berbagai aspek

yang berkaitan dengan korban maka akan muncul pandangan atau perspektif

mengenai korban dengan tujuan untuk menekan terjadinya korban dan menghindari

timbulnya korban lagi. Maka dari itu upaya pencegahan dan perlindungan kejahatan

seksual sangatlah penting dilakukan sejak dini untuk memutus rantai kejahatan

kekerasan seksual pada anak atau pedofilia. Hal ini sangat penting dilakukan karena

ditakutkan kelainan seksual tersebut akan terus ada dan akan merusak generasi

penerus bangsa. Upaya-upaya tersebut dilakukan atas dasar tanggung jawab bersama

antara pemerintah, organisasi dan masyarakat dalam melindungi anak-anak bangsa.

Di Yogyakarta juga ditemukan kasus pedofilia yang memakan banyak korban

anak-anak. Kasus pertama yaitu pelaku tindak pidana pedofilia seorang pedagang ikan,

modusnya adalah menjual ikan kepada anak-anak lalu diajak ke rumah pelaku dan

diberi makan serta dipinjami handphone. Kasus kedua adalah pelaku seorang

karyawan rumah makan padang di salah satu kabupaten di Yogyakarta. Modusnya

seperti pelaku pertama yaitu dengan mengajak anak-anak yang targetnya anak

laki-laki dan diberi makan serta tempat untuk menonton televisi di kamarnya. Para

pelaku tersebut telah melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak yang jumlah

112 Ikeu Tanziha, dkk, Profil Anak Indonesia 2020, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), Hlm 191-192.
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korbannya lebih dari 20 anak. Menjadi perhatian khusus dalam kasus-kasus tersebut

adalah semua korbannya adalah anak laki-laki

Selain itu KPAID Yogyakarta mendapati kasus pedofilia secara online yaitu

dengan cara grooming. Korban yang masih anak-anak diminta untuk membuat foto

muka, foto setengah badan, dan foto badan penuh tanpa menggunakan pakaian.

Selanjutnya korban diminta membuat video alat kelaminnya untuk dikirim kepada

pelaku. Korban merasa terhipnotis dengan kejadian tersebut maka dari itu korban mau

untuk mengirim foto dan video dirinya. Kejadian tersebut berlangsung di Yogyakarta

dan pelakunya berasal dari Surabaya. Cara tersebut sering digunakan para pelaku

dengan cara mengirim pesan melalui Instagram dan berlanjut di WhatsApp. Kasus

grooming di Indonesia telah mencapai lebih dari 100 kasus.

Temuan kasus tindak kejahatan pedofilia terhadap anak-anak ini tidak berhenti

disitu saja. Ada temuan kasus pemerasan yang terjadi di Yogyakarta karena korban

diancam oleh pelaku. Foto atau video korban diancam untuk disebarkan oleh pelaku

dan harus membayar dengan uang. Dalam hal tersebut anak menjadi lebih rentan dan

tidak dapat berbuat apa-apa. Hal tersebut tentunya sangat berbahaya bagi

kelangsungan hidup anak.113

Berdasarkan kasus-kasus tindak kejahatan pedofilia kepada anak-anak di

Indonesia yang menjadi korban, maka upaya yang dapat dilakukan adalah upaya

yuridis yaitu diselesaikan secara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan upaya

non yuridis untuk membuat program-program perlindungan anak dari tindak

kejahatan pedofilia. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai tindak

kejahatan pedofilia adalah KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sudah dilakukan pembaruan sebanyak

113 Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ifa Aryan, Ibu Alfi dan Ibu Jati, Selaku Staff Bidang
Sosialisasi dan Advokasi, Data dan Kajian, serta Pengaduan KPAID Yogyakarta, pada tanggal 9 April
2021.
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dua kali untuk mengoptimalkan perlindungan anak di Indonesia dari berbagai tindak

kejahatan. Selain itu, KPAI sebagai lembaga pengawas anak ikut serta berperan dalam

jalannya perlindungan anak di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta dalam kasus tindak

pidana pedofilia melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan tersebut.

Peran KPAID Yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana pedofilia yang ada

di Yogyakarta seperti kasus pedofilia seorang pedagang ikan dan seorang pegawai

rumah makan padang di salah satu kabupaten di Yogyakarta yang setidaknya

menimbulkan korban 20 anak di Yogyakarta.

KPAID Yogyakarta berperan dalam penerimaan aduan dan laporan dari korban

dibantu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Yogyakarta tindak kejahatan

pedofilia tersebut. Selanjutnya KPAID Yogyakarta dan UPTPPA Yogyakarta

menganalisis kasus yang sedang terjadi. Dalam sebuah kasus tindak pidana pedofilia

tersebut korban diberikan rujukan dan pendampingan untuk melakukan upaya hukum

demi terciptanya keadilan. Rujukan dan pendampingan hukum tersebut ditujukan ke

polsek/polres setempat untuk membuat laporan tindak pidana. Dalam proses hukum

yang berjalan KPAI akan terus mengawasi berjalannya proses hukum dari tingkat

penyidikan hingga persidangan.

Selanjutnya KPAI melakukan perlindungan terhadap korban pedofilia dengan

melakukan tindakan rehabilitasi dan penanganan kesehatan baik psikis maupun fisik.

Tindakan rehabilitasi tersebut adalah dengan membuat rujukan kepada korban untuk

dilakukan rehabilitasi baik ke psikolog, puskesmas maupun rumah sakit untuk

mendapatkan pengobatan agar korban dapat sembuh dari penderitaan yang dialaminya.



95

Hal ini adalah menjadi fokus pada KPAI karena kesehatan anak agar dapat kembali

seperti semula menjadi tujuan adanya perlindungan pada anak.114

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak

Indonesia bekerja sama dengan dinas terkait perlindungan anak dan BKKBN serta

penegak hukum terus melakukan analisis dengan pendekatan korban untuk

mengetahui mengenai korban, terjadinya korban, hubungan korban dengan pelaku,

peran korban, dan berbagai aspek mengenai korban. Tujuannya adalah untuk

membuat pengawasan, terobosan, dan program-program perlindungan dan

pencegahan demi terlindunginya anak-anak di Indonesia dari tindak pidana pedofilia

dan melindungi hak-haknya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan gambaran

tentang bagaimana pencegahan kejahatan seksual pada anak yang efektif. Padahal

pencegahan kejahatan seksual pada anak atau pedofilia seharusnya mendapatkan

perhatian lebih besar daripada tindakan represif atau penindakan kejahatan, ada

beberapa alasan antara lain sebagai berikut:

a) Langkah pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan

koreksi. Usaha pencegahan tidak harus memerlukan suatu organisasi yang

rumit dan birokrasi yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang

merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Upaya pencegahan

adalah lebih mudah jika dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi.

Untuk membantu dalam jumlah yang lebih besar, tidak pula diperlukan

banyak dana dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Dalam

upaya pencegahan tersebut juga tidak sendiri menimbulkan kejahatan.

114 Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ifa Aryan, Ibu Alfi dan Ibu Jati, Selaku Staff Bidang
Sosialisasi dan Advokasi, Data dan Kajian, serta Pengaduan KPAID Yogyakarta, pada tanggal 9 April
2021.
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b) Upaya pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti

antara lain: stigmatisasi (pemberian label pada yang dihukum, dibina, atau

pada korban), pengasingan, berbagai penderitaan dalam banyak bentuk,

pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama yang lain

yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbulan

korban oleh suatu sistem struktur) tertentu dapat diminimalisir dengan

adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya, korban suatu sistem

penghukuman, peraturan tertentu, sehingga dapat mengalami penderitaan

mental, fisik dan sosial.

c) Upaya pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan

meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

Dengan demikian, upaya pencegahan dapat membantu orang

mengembangkan manusia bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik lagi.

Oleh karena mengamankan dan mengusahakan keseimbangan dalam

masyarakat yang diperlukan demi pelaksanaan Pembangunan Nasional untuk

mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Upaya pencegahan kejahatan

dan penyimpangan lain dapat menjadi suatu usaha menciptakan kesejahteraan

mental, fisik dan sosial masyarakat.

Mencegah orang berbuat tidak baik adalah sebuah kewajiban bersama terhadap

sesama kita. Masyarakat wajib saling menjaga jangan sampai ada orang lain

terjerumus, sesat dengan membiarkan orang lain merugikan orang hanya untuk

kepentingan diri sendiri atau suatu golongan.115 Salah satu tindakan pencegahan

pedofilia yang telah dilakukan KPAI adalah penindakan terhadap Aisyah Wedding

yang mempromosikan pernikahan anak. Anak-anak yang masih bersekolah di tingkat

115 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Hukum, (Akademika Pressindo: Jakarta, 1985), hlm
110-111.
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SD hingga SMP dipromosikan untuk melakukan pernikahan dini. KPAI menindak

tegas hal-hal seperti ini guna menghindari kemungkinan terburuk yang akan didapat

anak-anak tersebut.116

Sebenarnya pemerintah dalam hal menanggulangi permasalahan perlindungan

anak tidak hanya bergantung pada KPAI, pemerintah juga membuat beberapa

program seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja untuk menunjang

berbagai usaha perlindungan anak. BKKBN juga membuat sebuah program PIK-R

yaitu Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja. Ada konseling yang disediakan

untuk remaja yang membahas seksualitas dan lain-lain.

Di Yogyakarta ada program Kampung Ramah Anak, jadi program tersebut

merupakan bagaimana suatu daerah/desa/kampung secara tersistem dapat memenuhi

pemenuhan dan perlindungan hak anak salah satunya pada kekerasan pada anak.

Selain itu ada program forum anak. Forum anak tersebut dibagi menjadi dua yaitu

pelopor dan pelapor. Jadi, jika ada kejadian yang berkaitan dengan anak-anak maka

segera dilakukan pelaporan ke instansi terkait. Program forum anak tersebut ada

dibawah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana atau BP3AP2KB.

Ada banyak progam-program pemerintah yang telah dilakukan seperti SIGRAK

atau Siap Gerak Atasi Kejahatan Terhadap Anak juga menjadi salah satu pendukung

program-program perlindungan anak. Selain itu ada juga program pemerintah yaitu

PUSPAGA Pusat Pembelajaran Keluarga, Mitra Keluarga, Satgas Perlindungan

Perempuan dan Anak, PATBM atau Pusat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

116 Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ifa Aryan, Ibu Alfi dan Ibu Jati, Selaku Staff Bidang
Sosialisasi dan Advokasi, Data dan Kajian, serta Pengaduan KPAID Yogyakarta, pada tanggal 9 April
2021.
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Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Kabupaten Kota Layak

Anak, dan UPT PPA atau Unit Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak.117

Salah satu program pemerintah yang sudah dijalankan adalah program Rencana

Aksi Nasional dari pemerintah untuk melindungi kepentingan-kepentingan anak,

beberapa contohnya adalah:

a) Advokasi tersistem terhadap masalah untuk membangun situasi, struktur,

sistem yang lebih berpihak kepada anak-anak, mengintegrasikan visi

pembangunan yang berwawasan hak-hak anak;

b) Sistem hukum anak perlu dikembangkan agar dapat menjamin perlindungan

hak-hak anak, pembuatan hukum anak, keselarasan hukum anak dengan

konvensi internasional;

c) Mengembangkan teladan hukum tentang perlindungan yang dilakukan

lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada persoalan anak

sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan hukum anak di pengadilan;

d) Untuk perlindungan anak dan penegakan hak-hak anak perlu dirumuskan

program aksi nasional yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi,

lembaga swadaya masyarakat;

e) Melakukan gerakan atau kampanye nasional tentang perlindungan anak

untuk membangkitkan kesadaran masyarat mengenai masalah-masalah yang

dialami/melanda anak-anak;

f) Pembentukan lembaga khusus dengan tujuan perlindungan anak;

g) Perlunya dilakukan peningkatan sumber daya manusia dan penguatan

lembaga, khususnya lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada

masalah dan hak-hak anak;

117 Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ifa Aryan, Ibu Alfi dan Ibu Jati, Selaku Staff Bidang
Sosialisasi dan Advokasi, Data dan Kajian, serta Pengaduan KPAID Yogyakarta, pada tanggal 9 April
2021.
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h) Pembangunan jaringan kerja nasional dan internasional dengan organisasi

maupun lembaga lain yang menuntaskan permasalahan anak.

Selain itu penyadaran masyarakat terhadap hak-hak anak sangatlah penting

karena di lapangan banyak sekali orang dewasa yang belum mengetahui mengenai

perlindungan anak, beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah:

a) Gambaran substansi yuridis dan pentingnya konvensi Hak Anak (Convention

on the Rights of the Child) sebagai perangkat internasional Hak Asasi

Manusia yang secara spesifik;

b) Penjelasan bagaimana hukum nasional dan internasional mengenai proses

dan tata cara berlaku dan kekuatan mengikat dari Konvensi Hak Anak;

c) Penjelasan bagaimana hukum nasional atau peraturan perundang-undangan

menyerap substansi norma hukum yang ada dalam konvensi Hak Anak dan

penggabungan hak anak dalam menyusun ketentuan peraturan perundangan

bidang perdata, pidana, ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan,

pendidikan, informasi;

d) Arti pentingnya menyebarkan dan mengimplementasikan hak anak sesuai

maksud konvensi Hak Anak.118

Berbagai ketentuan peraturan yang ada di Indonesia mengenai perlindungan anak

telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dari perjanjian internasional, hak-hak anak

tertentu harus diupayakan dan diperjuangkan untuk mendapat pengakuan universal.

Ada 7 pemikiran hak-hak anak, yaitu:

a) Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras,
kebangsaan, kepercayaan;

b) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga, sehingga
anak tidak boleh dipisahkan dari keluarga seandainya anak dipelihara oleh
orang lain;

118 Ario Ponco Wiguno, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Kesusilaan, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol 1, 2013), hlm 64-65.
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c) Anak harus disediakan sarana keperluan demi perkembangan baik materiil,
moral, dan spiritual secara normal;

d) Perawatan kesehatan, pendidikan, yatim piatu harus diurus diberi makan,
perumahan;

e) Apabila terjadi bencana, kecelakaan, anak harus mendapat pertolongan
pertama;

f) Anak harus menikmati sepenuhnya dan mendapat manfaat dari program
kesejahteraan dan jaminan sosial serta mendapat pelatihan yang dibutuhkan
untuk mencari nafkah di kemudian hari;

g) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya
diperlukan untuk pengabdian bagi sesama umat.119

Luh Ketut Suryani dalam media cetak lokal di wilayah Bali saat sosialisasi

menyatakan bahwa Kuta adalah daerah yang rawan pedofilia. Salah satu pesan yang

didapat dari seorang perdofil yaitu jika ingin anak-anak tidak menjadi korban para

pengidap pedofilia maka berikanlah waktu untuk anak, berikan waktu untuk

mengobrol dan berikan kasih sayang, tentu para pedofil tidak akan mampu mendekati

anak untuk dijadikan sebagai korban.120

Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga yang berfokus pada

permasalahan anak telah melakukan berbagai upaya demi mewujudkan perlindungan

anak yang baik dan efektif. Namun tetap saja dukungan dari pemerintah, organisasi

masyarakat, dan masyarakat perlu ditingkatkan lagi karena perlindungan anak adalah

tanggung jawab bersama. KPAID Yogyakarta dalam menjalankan perlindungan bagi

anak bekerja sama dengan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana

pedofilia ini. Salah satu program yang dibuat adalah polsek ramah anak yang nantinya

akan lebih efektif dalam menerima berbagai laporan tindak pidana pedofilia tersebut.

Masyarakat akan terbantu dengan adanya program polsek ramah anak dan tidak takut

untuk membuat suatu laporan mengenai kejahatan yang telah dialami.121

119 Ibid., hlm 67-68.
120 Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, (Setara Press: Malang,

2017), hlm 156.
121 Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ifa Aryan, Ibu Alfi dan Ibu Jati, Selaku Staff Bidang

Sosialisasi dan Advokasi, Data dan Kajian, serta Pengaduan KPAID Yogyakarta, pada tanggal 9 April
2021.
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Adapula penanganan pada anak jika hal terburuk menimpa atau timbulnya korban

karena kekerasan seksual. KPAI setelah menerima laporan terkait kejadian kekerasan

seksual akan melakukan pengkajian dan penelitian dibantu dengan lembaga-lembaga

terkait. Jika korban tersebut membutuhkan layanan hukum akan ditindak lanjuti oleh

bagian hukum, atau bila korban tersebut membutuhkan bantuan kesehatan dapat

diajukan rujukan kepada lembaga kesehatan atau puskesmas. KPAI disini bertugas

untuk melakukan rujukan kepada lembaga yang berwenang dan melakukan

pengawasan atas kasus yang ada sampai selesai.

Kendala yang nyata dihadapi para korban selain penderitaan fisik juga

penderitaan psikis. Anak-anak korban kekerasan seksual mengalami trauma yang

berat. Dalam beberapa kasus rehabilitasi traumatik tersebut membutuhkan waktu 1

sampai 3 tahun untuk penyembuhan. Akan tetapi untuk kembali pulih 100% seperti

semula tidak bisa karena jika ada pemicu yang mengingatkan korban maka luka batin

tersebut tetap tidak bisa disembuhkan total. Kasus pedofilia memang seharusnya

diselesaikan secara tuntas, tidak hanya didampingi untuk konseling namun harus

dilakukan terapi yang panjang demi kesembuhan korban. 122

Selain terapi yang dilakukan kepada korban, perlu juga diadakan terapi pada

keluarga. Keluarga yang menjadi pendukung utama kesembuhan korban perlu

disiapkan untuk menangani permasalahan ini. Keluarga harus memahami apa yang

terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk mendukung kesembuhan anak karena tak

jarang keluarga juga tidak paham dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Lingkungan masyarakat juga seharusnya memberikan dukungan yang positif dan

tidak memberika stigma buruk bagi korban karena dalam hal ini korban juga tidak

menginginkan hal buruk itu terjadi.

122 Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ifa Aryan, Ibu Alfi dan Ibu Jati, Selaku Staff Bidang
Sosialisasi dan Advokasi, Data dan Kajian, serta Pengaduan KPAID Yogyakarta, pada tanggal 9 April
2021.



102

Permasalahannya adalah rehabilitasi untuk menyembuhkan kerusakan psikis para

korban memakan biaya yang sangat banyak. Anak membutuhkan kira-kira 40 kali

konseling dan terapi penyembuhan psikis. Belum ada dana dari pemerintah atau BPJS

untuk menanggung biaya rehabilitasi sebanyak itu. Dana yang dapat digunakan adalah

bantuan dari LPSK untuk melakukan visum untuk mencari bukti. Korban para pelaku

pedofilia ini jika tidak direhabilitasi dikhawatirkan akan muncul dua kemungkinan.

Pertama adalah anak korban pedofil tersebut mengalami ketakutan, trauma, depresi

dan lain-lain. Di satu sisi korban pedofilia tersebut dikhawatirkan akan ketagihan,

menikmati, ingin mengulangi dan lebih parah akan mencari korban lain untuk

dijadikan pelampiasan. Hal tersebut yang menjadikan permasalahan ini menjadi

sangat kompleks dan sulit untuk memutus rantai penyebaran kejahatan pedofilia.123

Dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan mulai dari wawancara yang

dilakukan kepada KPAI Yogyakarta, buku-buku penelitian, hingga jurnal-jurnal yang

ada, maka ditemukan berbagai upaya yang dapat kita lakukan bersama dalam

mencegah anak dari tindak pidana pedofilia yaitu:

a) Pemahaman dan sosialisasi hukum perlindungan anak dan berbagai

konsekuensi yang dihadapi kepada masyarakat terutama orang dewasa.

b) Pelaksanaan atau implementasi terkait hukuman tindak pidana pedofilia

diwujudkan dan diinformasikan kepada masyarakat luas.

c) Dipersiapkan tenaga yang kompeten dalam membuat lembaga perlindungan

anak supaya dapat berfungsi dengan semestinya;

d) Polisi, jaksa, hakim anak agar ditingkatkan dan didukung oleh tenaga ahli

(pekerja sosial, psikolog, psikiater).

123 Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ifa Aryan, Ibu Alfi dan Ibu Jati, Selaku Staff Bidang
Sosialisasi dan Advokasi, Data dan Kajian, serta Pengaduan KPAID Yogyakarta, pada tanggal 9 April
2021.
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e) Keluarga sebagai upaya pencegahan pertama bagi keselamatan anak-anak.

Keluarga harus memberikan edukasi kepada anak mengenai pendidikan,

kesehatan reproduktif dan seksualitas, serta mengenali bagian-bagian sensitif

tubuh.

f) Mencegah kematangan seksual lebih dini. Masa kini anak mengalami

kematangan seksual lebih cepat, hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan,

makanan dan teknologi.

g) Melangsungkan komunikasi yang terbuka dalam keluarga agar anak

menceritakan apapun kepada orang tua dan tidak dipendam sendiri.

h) Mewaspadai orang dewasa yang sering dikerubungi oleh banyak anak-anak.

i) Memberikan fasilitas publik yang berdampak positif kepada anak seperti

ruang terbuka hijau atau taman kota yang mudah dipantau.124

j) Pembuatan sistim pembinaan anak hingga umur 18 tahun yang berisi

pendidikan mengenai kesehatan reproduksi atau kesehatan tubuh dan mental;

k) Pembuatan peraturan yang mendukung terhadap pelaksanaan perlindungan

anak;

l) Lembaga perlindungan anak yang aktif dan efektif;

m) Perlindungan anak terhadap berbagai bentuk gangguan, kamtibnas terutama

keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi;125

n) Pelaksanaan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling

menghargai, melindungi hak dan harga diri anak-anak di lingkungan

masyarakat;

124 Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ifa Aryan, Ibu Alfi dan Ibu Jati, Selaku Staff Bidang
Sosialisasi dan Advokasi, Data dan Kajian, serta Pengaduan KPAID Yogyakarta, pada tanggal 9 April
2021.

125 Ario Ponco Wiguno, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Kesusilaan, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol 1, 2013), hlm 50.
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o) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak

pidana kesusilaan dan kekerasan seksual yang dapat dimulai dari keluarga

untuk lebih memperhatikan setiap anggota keluarganya masing-masing

khususnya anggota keluarga yang dewasa kepada anak-anak;

p) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai langkah-langkah praktis

dalam penanganan diri di setiap pergaulan di lingkungan masyarakat untuk

mengantisipasi terjadinya tindak pidana;

q) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak

yang berwajib apabila terjadi suatu tindak pidana baik yang menimpa dirinya

maupun orang lain.126

Dalam melakukan pendampingan korban tindak pidana pedofilia KPAID

Yogyakarta tidak selalu berjalan dengan lancar. Berbagai usaha tersebut tidaklah

mudah untuk dilakukan, ada berbagai kendala dalam pelaksanaan pencegahan dan

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia. Beberapa kendala atau

halangan yang sering terjadi adalah:

a) Korban memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya

karena ia merasa malu dengan kejadian tersebut yang ia pikir merupakan

sebuah aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu seringkali ada ancaman

yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menjadi tertekan dan takut

untuk memberitahu kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut

melapor kepada pihak yang berwajib;

b) Pihak keluarga dan lingkungan masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya

mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan sering

menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya;

126 Ario Ponco Wiguno, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Kesusilaan, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol 1, 2013), hlm 6-7.



105

c) Dilakukannya pencabutan laporan dari pihak korban, karena adanya

permintaan dari pelaku untuk menyelesaikan kasus tersebut secara

kekeluargaan (pencabutan laporan) yang mengakibatkan kasus tersebut tidak

dapat diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku sehingga

pengungkapan kasus tersebut berhenti;

d) Tersangka sering melarikan diri dan kondisi tersebut menyulitkan pihak

kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat diproses

secara hukum;

e) Perkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi sering dilakukan pada malam

hari dan hal ini menyebabkan kurangnya bahkan tidak adanya saksi yang

melihat;

f) Sarana dan prasarana pendanaan merupakan hal yang penting namun belum

cukup memadai, dimana dengan pendanaan yang cukup dimungkinkan akan

mempermudah dan memperlancar proses hukum.

g) Tingginya biaya rehabilitasi dan terapi terhadap para korban pedofilia.

Kurangnya bukti yang diperoleh dalam suatu kasus, bila korban tidak mengalami

trauma dengan Visum et Psikiatrikum maka sulit untuk membuktikan adanya

kekerasan seksual.127

127 Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ifa Aryan, Ibu Alfi dan Ibu Jati, Selaku Staff Bidang
Sosialisasi dan Advokasi, Data dan Kajian, serta Pengaduan KPAID Yogyakarta, pada tanggal 9 April
2021.
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Adanya berbagai permasalahan yang terjadi dalam tindak kejahatan kerasan

seksual terhadap anak atau pedofilia sangatlah kompleks. Hukum pidana di

Indonesia menjadi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan

pedofilia. Dengan adanya berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia mulai

dari KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang

Kesehatan terlihat masih muncul beberapa kasus yang terjadi. Disini hukum

pidana di Indonesia diuji kemampuannya untuk menanggulangi permasalahan

tindak kejahatan pedofilia. Pembaharuan hukum perlindungan anak seperti

penambahan dan pemberatan hukuman dalam kasus tindak kejahatan pedofilia

telah dilakukan namun terlihat belum cukup efektif dan masih terjadi beberapa

kasus tindak kejahatan pedofilia. Implementasi dan sosialisasi mengenai

peraturan perundangan terkait perlindungan anak harus segera dilakukan agar

masyarakat luas semakin paham mengenai perlindungan anak.

2. KPAID Yogyakarta sebagai lembaga pengawas perlindungan anak di Yogyakarta

telah melakukan berbagai upaya dan program yang dilaksanakan dengan

kerjasama berbagai instansi, lembaga, penegak hukum, dan dinas terkait.

Upaya-upaya tersebut yaitu upaya yuridis dan non yuridis yang dilakukan

bersama untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif dan tercapai

tujuannya. Ada berabgai program dan upaya perlindungan anak yang

dilaksanakan namun masih harus dilakukan kampanye dan implementasi agar

masyarakat juga memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya pelaksanaan

perlindungan anak.
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Saran

Pemutusan rantai pedofilia adalah suatu tanggung jawab bersama mulai

pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat agar tindak pidana pedofilia berhenti

dan tidak terulang kembali. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan

anak harus segera dikampanyekan dan diimplementasikan agar masyarakat luas

paham dan tahu mengenai perlindungan hukum dan konsekuensi yang harus dihadapi

bila melakukan pelanggaran atas perlindungan anak karena masih banyak masyarakat

yang belum memahami mengenai hal tersebut. Penambahan dan pemberatan hukuman

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan upaya yang baik dalam

memberikan efek jera kepada pelaku namun upaya preventif atau pencegahan juga

harus ditambahkan agar lebih memaksimalkan seluruh upaya perlindungan anak di

Indonesia. Dibutuhkan perlindungan hukum dan pencegahan secara langsung maupun

tidak langsung kepada anak agar anak merasa aman dan terlindungi dalam

mengembangkan potensi.

Pelaksanaan perlindungan pada korban harus selalu didampingi dan dilakukan

rehabilitasi dan terapi sampai tuntas agar kesehatan fisik dan psikis korban kembali

utuh seperti semula dengan tujuan para korban tidak menjadi seorang pelaku pedofilia

di kemudian hari. Permasalahan pembiayaan mengenai rehabilitasi dan terapi yang

sangat mahal harus diupayakan solusinya agar para korban mendapatkan kesembuhan

fisik dan psikis kembali seperti semula karena kesehatan dan tumbuh kembang anak

adalah sebuah investasi untuk generasi penerus bangsa.
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